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SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka
Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian
Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman.
Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini
kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara
selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif
dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk
pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk
pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang

tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Semakin dibutuhkannya peranan Peruguruan Tinggi dalam
mengawal regulasi daerah sebagai dasar hukum untuk
terlaksananya pembangunan di Kota Bontang menjadi sangat
penting dan strategis. Keberadaan Perguruan Tinggi, dalam hal ini
Universitas Mulawarman, terkhusus Badan Kajian Hukum dan
Sosial Kemasyarakatan yang secara professional membantu hal-

hal terkait dengan regulasi di daerah Kota Bontang.

Selain itu besar harapan saya Badan Kajian Hukum dan
Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu pioneer dalam
kebangkitan riset Perguruan Tinggi yang berbasis keilmuan
dengan menekankan pada kemanfataan bagi kebijakan-kebijakan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
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pembangunan dengan mengedepankan kesejahteraan dan

kemakmuran masyarakat. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 26 November 2021
Unversitas Mulawarman
Rektor,

Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.
NIP.19621231 199103 1 024
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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadirat
Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga
sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan
Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal
tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut dalam penyusunan

Naskah Akademik.

Kota Bontang sebagai wilayah bagian dari Provinsi
Kalimantan Timur yang lebih memprioritaskan pembangunan,
peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan
prasarana pemerintahan yang bermuara pada industri, serta
pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang mendukungnya. Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan adalah
terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti
yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kota
Bontang terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran
sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian
lingkungan hidup. Permasalahan tersebut perlu diupayakan

dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara
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terpadu antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan

kewilayahan.

Sebagai rasa terimakasih kami, sebagai Ketua Badan Kajian
Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Unmul, menyampaikan
kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretaris
DPRD berserta jajaran di lingkungan Sekretariat DPRD Kota
Bontang yang mempercayakan kepada kami untuk mengkaji dan
menyusun Naskah Akademik ini. Tim Penyusun menyadari
sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang
terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu
saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin
ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam
kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam
memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya
terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan
draft rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semoga

bermanfaat.

Samarinda, 26 November 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman

Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.
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1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara dan bangsa yang masih
konsisten dalam melanjutkan proses pembangunan berdasarkan
pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan bunyi:
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional “.

Cita hukum dan keinginan Iluhur serta agenda utama
pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah wupaya untuk
mensinergikan, memadukan , dan memberi bobot yang sama bagi
tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-
budaya, serta aspek lingkungan hidup. Gagasan dibalik itu adalah
antara lain: pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan
hidup harus dipandang sebagai satu kesatuan, sehingga elemen-
eleman dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan
atau dipertentangkan satu dengan lainnya.!

Kota Bontang sebagai wilayah bagian dari Provinsi Kalimantan
Timur yang lebih memprioritaskan pembangunan, peningkatan
kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan = prasarana
pemerintahan yang bermuara pada industri, serta pengelolaan

sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan

1. Hans-Joachim Hoehn, “Environmental Etnics and Enviromental Politics”, dalam
Josef Thessing dan Wilhelm Hofmenister (ed), Environmental Protection as An Element of
Order Policy (Rathausalle:Konrad-Adenauer Stiftung, 1996), hlm 64, seperti yang dikutip
oleh A. Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm 192
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dan kebijakan yang mendukungnya. Sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan kebijakan adalah terkait perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang dituangkan dalam

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat (UUPPLH

2009).

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup selanjutnya
disingkat PPLH merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi
Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kota
Bontang yang telah berlangsung penurunan daya dukung
lingkungan. Permasalahan lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari
rendahnya akan kesadaran sebagian masyarakat terhadap
pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Hal tersebut dapat
dipicu oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan,

2. Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan,

3. Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia,
sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian
lingkungan hidup antar berbagai pihak.

4. kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran
lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan
industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin
kendaraan bermotor di lalu lintas.

5. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah
memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan
daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan
limbah padat, cair, dan emisi.

Tekanan terhadap daya dukung lingkungan sebagai akibat
beban buangan limbah juga disebabkan oleh kondisi letak geografis
daerah yang berada pada lekungan dan lintasan daerah pengaliran
sungai dan pesisir pantai dan laut yang keberadaannya sudah
tercemar oleh limbah. Ruang terbuka hijau yang tidak proporsional

keberadaan dengan luas areal terbangun kota sebagai akibat
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kegiatan pembangunan fisik dan padatnya penduduk, telah
mengurangi besaran peresapan air ke dalam tanah yang berdampak
pada semakin meningkatnya potensi banjir maupun potensi longsor.
Meningkatnya kepadatan lalu-lintas kendaraan bermotor juga
berdampak pada peningkatan pencemaran udara di daerah.

Permasalahan lingkungan tersebut di atas perlu diupayakan
dengan jalan dilakukannya pengendalian lingkungan secara terpadu
antar berbagai sektor, stake holders di daerah dan kewilayahan.
Untuk mencegah, menanggulangi, dan/atau melakukan pemulihan
pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan dengan
berbagai program antara lain: pengendalian pencemaran dan
rehabilitasi lingkungan hidup, penyelamatan hutan, tanah, dan air,
pengembangan sumberdaya manusia pengelola lingkungan hidup,
pengembangan sistem informasi lingkungan, pentaatan dan
penegakan hukum lingkungan, peningkatan sumber daya
kelembagaan pengelola lingkungan hidup, pengembangan dan
pentaatan perizinan bidang lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan
perlu memperhatikan berbagai pendekatan sebagai langkah tindak
yang dilakukan, yaitu pendekatan sebab terhadap sumber masalah,
pendekatan program yang sinergi/keterpaduan antar sektor dan
pendekatan kewilayahan atau keruangan. Permasalahan lingkungan
hidup yang segera dikendalikan di daerah sudah sedemikian
kompleks dan rumitnya. Oleh karena itu agar terdapat kejelasan
arah kebijaksanaan dalam pengendalian lingkungan diperlukan
adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur dan mengendalikan
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Diharapkan agar
semua usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan penurunan
kualitas lingkungan mendasarkan kepada peraturan daerah
pengelolaan lingkungan hidup ini.patut memperhatikan keragaman
serta karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran

potensi Sumber Daya Alam (SDA), kearifan local (local wisdom),
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1.2

1.3

aspirasi masyarakat/ partisipasi, serta adanya pengaruh perubahan

iklim.

Analisis dengan basis ekoregion memperjelas arah penekanan
perbedaan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup secara keseluruhan. Hal ini memperkuat pula perencanaan
pembangunan nasional dan wilayah, PPLH patut untuk kedepannya
dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) bagi Kota Bontang.

Dengan demikian, untuk dapat melakukan usaha perlindungan
dan pengelolaan hidup, maka diperlukan kegiatan dalam
penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah
tentang PPLH.

Permasalahan

Identifikasi masalah dalam Naskah Akademik tentang PPLH,
sebagai berikut:

1. Mengapa diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Kota
Bontang tentang PPLH ?

2. Apakah yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
pembentukan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang PPLH ?

3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup,
pengaturan, dan arah pengaturan tentang Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bontang tentang PPLH?

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan naskah akademik
sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan
diatas, tujuan penyusunan naskah dirumuskan sebagai berikut:

1. Menggalipentingnya pengaturan mengenai Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bontang tentang PPLH.

2. Merumuskan dasar pertimbangan pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah Kota Bontang tentang PPLH.
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3. Merumuskan sasaran yang akan di wujudkan ruang,
pengaturan, dan arah pengaturan tentang Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bontang tentang PPLH.

1.4 Metode

Metodelogi secara umum didefinisikan sebagai “a body of
methods and rules followed in science or discipline”(kumpulan cara
dan aturan yang diikuti dalam sains atau disiplin ilmu). Sedangkan
metode sendiri adalah “a regular systematicplan for or way of doing
something” (rencana sistematis yang teratur untuk atau cara
melakukan sesuatu). Kata metode berasal dari istilah Yunani
methodos (meta + bodos) yang artinya cara.? Metode penelitian sangat
urgen digunakan dalam implementasi aktifitas penelitian, oleh
karena itu pada penelitian kajian ini menggunakan metode ilmiah
berupa mixed research yakni perpaduan antara filed research dan
yuridis. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang
dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang
bersifat tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan
bermasyarakat. 3 Metode tersebut digunakan dalam kajian

Penyusunan Naskah Akademik karena out-put dari kajian ini berupa

produk hukum daerah berupa Rancangan Peraturan Daerah.

Sehingga diperlukan untuk penelitian ini dengan meneliti ruang
norma yang dapat diatur sesuai kewenangan Kota Bontang dalam
mengatur PPLH. Untuk empiris dilakukan dengan melakukan
pengamatan langsung pada titik-titik yang terjadi kerusakan, rawan,
dan lokasi yang telah dilestarikan lingkungannya dengan dilakukan
perbaikan lingkungan.
1.5. Desain
Desain penelitian merupakan strategi yang dipilih oleh peneliti
untuk sepenuhnya memadukan beberapa komponen penelitian

dengan cara yang logis dan sistematis untuk membahas dan

2 Lihat Webster’s New Encyclopedic Dictionary, (New York: Black Dog and
Leventhan Publ. Inc, 1994), hlm 631
3 Abdulkadir Muhammad, 2004,Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya
Bakti, Bandung, hal-155
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menganalisis apa yang ada di pusat penelitian. Dalam penelitian
kualitatif, desain survei dapat diterapkan pada saat peneliti
menerapkan metode analisis beberapa kebijakan atau beberapa
pernyataan dan pengamatan prilaku di dilapangan.Peneliti memilih
jenis survei guna mewujudkan penyelidikan yang juga disebut sebagai
transversal.Penelitian survei dilakukan dengan tujuan memperoleh
informasi dari responden melalui sampel yang diperiksa.
Survei atau penampang juga dapat dilakukan dengan menerapkan
analisis konten sejumlah dokumen yang memang berkaitan prilaku
sikap atau kebijakan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan
perusahaan. Desain penelitian yang dilakukan peneliti meliputi :
penentuan lokasi, langkah kegiatan, pengumpulan data, teknik
pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut:
(1) Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bontang Propinsi
Kalimantan Timur, yang akan di tentukan dengan pengambilan
sample penelitian yaitu beberapa perusahaan baik berskala
besar, menengah dan kecil dibidang sumber daya alam,
komoditas pertanian, kerajinan atau lainnya, Pemerintah
setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Masyarakat yang
berada diwilayah Kota Bontang. Penelitian naskah akademik ini
juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak seperti,
pejabat, tokoh masyarakat, Pengusaha, penggiat organisasi
masyarakat dan masyarakat yang di Kota Bontang dan wilayah
sekitarnya.
(2) Langkah Kegiatan
Tahapan awal kegiatan adalah menyusun dan mengumpulkan
beberapa bahan tulisan dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur terkait tanggung jawan sosial dan lingkungan
perusahaan untuk dijadikan sebagai landasan hukum
penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Bontang tentang
Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang PPLH atau

nama Lain yang sejenisnya
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(3)

(4)

Setelah bahan-bahan terkumpul semua disusunlah draft
wawancara atau daftar pertanyaan untuk membantu proses
pencarian informasi dan data terkait rancangan peraturan
daerah ini. Hasil wawancara dengan berbagai pihak dijadikan
sumber data empiris yang kemudian diolah dengan teknik
pengumpulan data.

Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian naskah akademik ini
adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang
diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui berbagai macam
cara antara lain wawancara langsung, dan pembagian kuesioner.
Data sekunder merupakan data/informasi terkait dengan topik
kegiatan penelitian dalam bentuk tulisan/cetakan dengan wujud
buku atau laporan atau jurnal dan bentuk lain yang diperoleh
dari terbitan suatu lembaga pemerintah ataupun lembaga non
pemerintah. Data jenis ini dapat diperoleh dari berbagai instansi
pemerintah  kabupaten seperti Badan Pusat = Statistik,
Perusahaan, Organisasi Pemerintah Daerah  Kota Bontang,
Lembaga Swadaya Masyarakat serta dari masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara
dan observasi di tempat lokasi. Kegiatan tersebut dilakukan
dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini,
mewawancarai responden secara mendalam melalui pertanyaan-
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan mengadakan
studi kepustakaan dari literatur, peraturan perundang-
undangan, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan
pokok permasalahan yang dibahas.

Untuk membuat deskripsi lengkap tentang kondisi dan

hubungan antar pihak baik pemerintah setempat, perusahaan, dan

masyarakat sekitar maka, sebagai bahan untuk merevitalisasi

fungsinya maka semua pihak yang terlibat harus diwawancarai

sehingga memperoleh data yang akurat. Para responden tersebut
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adalah: Pengusaha, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,

Pemerintah setempat (Kecamatan dan Kelurahan). Secara detail, data

dari lapangan yang diperlukan adalah:

1. Biro Hukum Pemerintah Kota Bontang

a)

b)

a)

b)

)

a)
b)

c)

a)

Produk perundang-undangan ditingkat daerah terkait dengan
PPLH;

Peraturan Kebijakan dan Kebijakan dari stakeholder
Pemerintah Kota Bontang terkait upaya optimalisasi peranan
perusahaan dan Pemerintah yang selama ini merumuskan
ketentuan guna meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kota

Bontang.

. Data dari Perusahaan di Kota Bontang:

Profil perusahaan

Program Kegiatan Sosial dan Lingkungan dan korelasi dengan
program Pemerintah setempat

Fasilitas-fasilitas yang tersedia baik di Perusahaan dan
lingkungan Masyarakat dan korelasi dengan kegiatan

Pemerintah setempat

. Data dari Lembaga Swadaya Masyarakat:

Profil Lembaga Swadaya Masyarakat

Kegiatan sosial dan Lingkungan.

Pandangan terkait kebijakan dan kegiatan terkait lingkungan
hidup (penialain kinerja, hal-hal yang dibutuhkan oleh

masyarakat, pola hubungan kerjasama yang diinginkan)

. Data dari Masyarakat sekitar Perusahaan:

Pandangan terkait kebijakan dan kegiatan terkait lingkungan
hidup (penilaian kinerja, hal-hal yang dibutuhkan oleh
masyarakat, pola hubungan kerjasama yang diinginkan).

Peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan sekitar.

8| Page



Berikut alur dan desain penelitian naskah akademik :

Kondisi Persiapan -/ Tim penyusun naskah

dilanangan ‘ akademik
) Tahap awal
e Konsep Perlindungan dan L 5 e Bahan Hukum Primer :
Pengelolaan Lingkungan Hidup Input data dan - UUD
crimemv [ICEN)
e Pengendalian Pencemaran dan wen - UU Terkait
Kerusakan Lingkungan Hidup rl v - Azas/ Prinsip Hukum
e Instrumen Ekonomi Lingkungan Bahan Hukum Sekunder:
Hidup Analisa kerangka Pengumpulan * '

Berbasis Lingkungan Hidup dan teori hukum dilapangan

e Anggaran Berbasis Lingkungan

- Buku-Teks
e Peraturan Perundang-undangan +— hukum, konsep bahan dan data > umnal
- Laporan Penelitian

Sebelumnya
Hidup Penyusunan naskah akademik tentang PPLH e Bahan Hukum Tertier :
e Analisis Risiko Lingkungan Hidup - Kamus Hukum
o Audit Lingkungan Hidup - KRRI
* Rencana Tata Ruang Rapat intern dengan tim penyusun naskah akademik dalam
e Peran Serta Masyarakat dalam penyempurnaan draft dan Menghasilkan Beberapa Bab
Perlindungan dan Pengelolaan yang menjadi alasan dan dasar dalam Pembentukan
Lingkungan Hidup Raperda Tentang (PPLH)
|
|
e Latar Belakang Metode Kegiatan: e Evaluasi dan analisis Pert. Per e Jangkauan, Arah
- Identifikasi Masalah e Jenis Penelitian Yuridis uu Pengaturan, Dan
- Tujuan penelitian Empiris e Merumuskan landasan Ruang Lingkup Materi
- Metode Penelitian e Sistematika filosofis, sosiologis dan vuridis e Kesimpulan

v

LAPORAN DAN PENYERAHAN DRAFT AKHIR
NASKAH AKADEMIK

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka
penyusunan naskah akademik ini sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Pada tahap ini yang dilakukan adalah koordinasi tim pelaksana
kegiatan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing
tim. Langkah ini ditempuh supaya tidak saling membebankan
pekerjaan kepada personal tim yang lain. Selain hal tersebut,
yang dilakukan adalah penyusunan kontrak kerjasama kepada
pengguna jasa dan juga pemetaan (mapping) pada bidang- bidang

yang akan diperlukan dalam penelitian.
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2. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini yang dilakukan adalah (1) mengumpulkan bahan-
bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau
kebijakan yang berkaitan dengan PPLH.Kemudian telaah pustaka
oleh Tim peneliti sehingga unsur-unsur yang termuat pada kajian
terhadap PPLH di daerah Kota Bontang yang menjadi jelas arah
dan tujuannya. (2) studi kebeberapa instansi pemerintah yang
terkait langsung/berhubungan dengan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH). (3) pengamatan secara
langsung di wilayah Kota Bontang.
Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dipadukan
dengan doktrin- doktrin, teori-teori atau pemikiran serta
peraturan perundang-undang untuk menemukan esensi
pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Kota Bontang.

3. Tahap Pelaporan
Setelah dikaji dan dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan
adalah  penyusunan  laporan antara  sebagai  bagian
perkembangan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh
tim. Jika dirasa data masih minim dan bahkan kurang, maka
penelitian dilanjutkan untuk memperoleh tujuan akhir yang ingin
dicapai dalam penelitian ini. Kemudian dikaji ulang dan
dianalisis kembali untuk selanjutnya dituangkan dalam
penyusunan laporan akhir dan penyerahan

1.6 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan sistematika naskah akademik terkaitPerlindungan
dan Pengelolaan Lingkugan Hidup terdiri dari 6 bab dengan rincian

sebagai berikut :

Judul Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda
tentang Perlindungan dan  Pengelolaan
Lingkugan Hidup (PPLH)

Bab 1| 1.1 Latar Belakang, 1.2 Permasalahan, 1.3

Pendahuluan Tujuan, 1.4 Metode, 1.5 Desain, 1.6.
Sistematika

BAB II 2.1. Kajian Teoritis
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Kajian Teoritik &
Empiris

2.1.1.Konsep Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

2.1.2. Pengendalian Pencemaran
Kerusakan Lingkungan Hidup

2.1.3. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

2.1.4. Peraturan Perundang-undangan

Berbasis Lingkungan Hidup

Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Audit Lingkungan Hidup

Rencana Tata Ruang

Peran Serta Masyarakat dalam

Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

2.2. Kajian Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kota Bontang

2.3.Analisis Terhadap Perlindungan

Pengelolaan Lingkugan Hidup

dan
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.

dan

BAB III 3.1.Analisis Terhadap UU No. 40 Tahun 2007
Analisis Terhadap tentang Perseroan Terbatas
Peraturan 3.2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Perundang- tentang Perlindungan dan Pengelolaan
undangan Lingkungan Hidup
3.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
3.4. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja
BAB IV 4.1.Pandangan Filosofis terhadap Tanggung
Pandangan jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
Filosofis, 4.1.1. Pandangan secara Ontologis

Sosiologis& Yuridis

4.1.2. Pandangan Epistemologi

4.1.3. Pandangan Aksiologi

4.2. Pandangan Sosiologis

4.3. Pandangan Yuridis

4.4 Metode Konstruksi Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkugan Hidup

BAB V
Jangkauan, Arah,
& Ruang Lingkup

5.1. Jangkaungan Pengaturan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkugan Hidup
Arah Pengaturan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkugan Hidup

5.2.

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkugan Hidup
BAB VI 6.1. Kesimpulan
Penutup 6.2. Saran /Rekomendasi

11 | Page




2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berbagai upaya sudah ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk
melestarikan fungsi dan lingkungan hidup agar terhindar dari
perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi selama
beberapa tahun ini melalui keikutsertaan pemerintah Indonesia
dalam konferensi internasional di bidang lingkungan hidup dan
melalui peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.4 Akan tetapi tidak begitu sejalan
dengan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan di bidang lingkungan hidup atau jalan ditempat seakan
“mati suri”. Sebagian wilayah di Indonesia masih mengalami
penurunan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh alam
dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang
bahwa manusia itu berada diluar dan terpisah dari alam
disekitarnya (antroposentrisme).

Jika manusia tidak belajar menciptakan keselarasan antara
manusia dengan sesamanya, antara manusia dengan Tuhan, antara

manusia dengan lingkungan hidupnya.> Hal ini sejalan dengan asas

4. Pasal 33 Ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009
Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah itu diganti dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk
lebih memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kepada masyarakat untuk
mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat maka perlu pembaharuan dalam
Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka digantikannya dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

5. Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Cetakan Ketiga, (Jakarta:
LP3ES, 1990), hlm 154.
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yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa

lingkungan hidup anugerah Tuhan kepada kita.Karenanya, sasaran

pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dijiwai dengan kewajiban

moral yang amat tandas. Sasaran tersebut antara lain:®

a. Menciptakan terselengaranya hubungan yang selaras antara
manusia dan lingkungan hidupnya sehingga bangsa Indonesia
orang perorang dapat mengembangkan pribadinya dengan
sepenuh-penuhnya;

b. Mengendalikan dengan bijaksana penggunaan sumber daya
nasional Indonesia;

c. Mengembangkan manusia Indonesia sebagai pengelola
lingkungan hidup;

d. Melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan
lingkungan hidup demi kepentingan generasi di masa depan; dan

e. Melindungi bangsa terhadap dampak negatif kegiatan pihak-
pihak di luar wilayah nasional dan yang menimbulkan kerusakan
dan pencemaran lingkungan hidup.

Mengubah sikap dan kelakuan bukanlah pekerjaan yang mudah
pada dasarnya usaha dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiganya
mendasarkan diri pada sifat manusia yang dominan, yaitu Egoisme.
Ketiga cara tersebut diuraikan sebagai berikut :7
a. Cara pertama ialah dengan instrumen pengaturan dan

pengawasan. Tujuannya ialah untuk mengurangi pilihan dan
pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup. Pemerintah
membuat peraturan dan mengawasi kepatuhan pelaksanaannya.
Ketidakpatuhan dikenakan sanksi denda dan/atau kurungan.
Sistem pengelolaan lingkungan hidup ini disebut Atur-Dan-Awasi
(ADA) atau Command-And-Control (CAC). Pada dasarnya ADA

berusaha menekan egoisme dan mendorong orang untuk

6. Ibid
7. Otto Soemarwoto, Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 92
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berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi
tindakan hukum.

b. Cara kedua ialah dengan instrumen ekonomi. Tujuannya ialah
untuk mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku
dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi.

c. Cara ketiga dengan instrumen suasif, yaitu mendorong
masyarakat secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah
untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan
lingkungan hidup kearah memperbesar untung relatif terhadap
rugi. Tujuan jangka panjang insrumen suasif ialah agar nilai-nilai
yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga
mengakibatkan perubahan permanen pada kelakuan terhadap
lingkungan hidup.

Sistem pengelolaan lingkungan hidup yang disebut dengan
Atur-Dan-Awasi (ADA) atau Command-And-Control (CAC) mengalami
beberapa kesulitan-kesulitan8. Dengan gagalnya pendekatan Atur-
Dan-Awasi (ADA) atau Command-And-Control (CAC) perlulah dicari
pendekatan alternatif yang harus memperhatikan sifat egoistis
manusia sehingga tidak atau sesedikit mungkin terjadi bentrokan
antara pengelolaan lingkungan hidup dan egoisme. Bahkan
sebaliknyalah yang harus diusahakan, yaitu agar egoisme negatif
yang anti-lingkungan hidup dan anti-sosial dimotivasi untuk dapat
berubah menjadi egoisme positif pro-lingkungan hidup dan pro-
sosial.Dengan sistem pengelolaan lingkungan hidup yang baru harus
bersifat insentif untuk bersikap dan berkelakuan pro-lingkungan
hidup dan disinsentif untuk sikap dan kelakuan anti-lingkungan
hidup yang disingkat dengan Instrumen insentif-dinsentif
(IID). © Dengan demikian pengawasan oleh pemerintah menjadi

minimal.Masyarakat mengatur sikap dan kelakuan dirinya

8, Beberapa ciri-ciri dari Atur-Dan-Awasi (ADA) atau Command-And-Control (CAC)
: a) penindakan; b) top down/instruktif dan c) kaku/birokratis. Sumber kesulitan yang
kedua ialah pada implementasinya dan kegagalan pada implementasinya. Ibid., hlm 97-
107.

9. Ibid., hlm 107-108.
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sendiri.Maka terbentuklah sistem pengelolaan lingkungan Atur-Diri-

Sendiri (ADS).10

Perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik selalu
kita hadapi dalam banyak aspek kehidupan.Keempatnya merupakan
hal penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
dan keempat hal tersebut juga dapat mendatangkan peluang
sekaligus masalah bagi perencana, pengelola, pengambil keputusan,
serta anggota masyarakat lainnya.l!

Berdasarkan latar belakang diatas, merupakan persoalan
lingkungan hidup yang sangat kompleks, penuh dengan
ketidakpastian dan penuh dengan konflik-konflik kepentingan. Bruce
Mitchell,12 menyatakan banyak hal yang dapat dipelajari dari kasus
diatas berkaitan dengan empat aspek berikut ini :

1. Perubahan, perencana dan pengelola lingkungan harus selalu
siap menghadapi perubahan, baik perubahan lingkungan itu
sendiri, maupun perubahan sistem sosial ekonomi, dan politik
yang seringkali mewarnai proses-proses pengambilan keputusan.

2. Kompleksitas, dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan
memang sesuatu yang sangat kompleks dan tidak selalu dapat
dipahami secara utuh. Perencana dan pengelola lingkungan
harus memahami bahwa tidak semua perubahan lingkungan
dapat diprediksikan sebelumnya.

3. Ketidakpastian, perencana dan pengambil keputusan harus
memahami pula bahwa lingkungan dipenuhi dengan
ketidakpastian. Mereka harus berani mengambil keputusan
ketika tidak semua informasi dan pemahaman dapat diperoleh
secara utuh. Dalam konteks ini perlukan kehati-hatian, agar
proses pengambilan keputusannya tidak dilakukan secara

gegabah.

10, Makna ADS ialah tanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan hukum
lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Pendekatan ADS dipelopori oleh dunia usaha.
Ibid

11 Bruce Mitchell et. al., Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Cetakan
Keempat, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1

12_ Jbid., hlm. 7
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4. Konflik, perbedaan dan pertentangan kepentingan seringkali
muncul dalam pengalokasian sumberdaya dan pengambilan
keputusan. Pertentangan tersebut seringkali merefleksikan
perbedaan pandangan, ideologi, dan harapan. Adalah merupakan
tantangan bagi para pengelola lingkungan untuk dapat
mengakomodasikan berbagai perbedaan tersebut serta mencari
jalan tengah yang dapat diterima semua pihak.

Eksploitasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya
alam terutama eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat
diperbarui (non renewable), dapat mengakibatkan perubahan dan
penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi
konflik sosial ditingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi
sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan
bencana (banjir, erosi, terganggunya pernapasan bagi manusia,
penurunan kualitas tanah, tercemarnya/rusaknya daerah aliran
sungai, dll). Peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam mineral
dan energi yang sebagian besar untuk menunjang pendapatan devisa
negara yang mana penggunaannya sebagian besar untuk
pembangunan. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, harus
diimbangi dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam
mineral dan energi dengan baik dan terencana tanpa mengurangi
peruntukan generasi masa yang akan datang yang sering dikutip
sebagai paradigma pembangunan bekelanjutan. Walaupun demikian,
ada pernyataan yang jarang dikutip, yaitu bahwa pembangunan
berkelanjutan mempunyai dua konsep kunci. Keduanya adalah:13 (1)
kebutuhan, khususnya kebutuhan fakir miskin di negara
berkembang, dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi
sosial yang Dberkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk
mencukupi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan.

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas, arah kebijakan yang
akan ditempuh meliputi perbaikan manajemen dan sistem

pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dari

13, Jbid., hlm 32.
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sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya, penegakan hukum,

rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan

pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan
kesetaraan gender.14
Koesnadi Hardjasoemantri dalam bukunya Hukum Tata

Lingkungan, Pembangunan Lingkungan Hidup, diarahkan untuk :15

a. Mengarustamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;

b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkunga hidup di tingkat
nasional dan daerah;

c. Meningkatkan wupaya harmonisasi pengembangan hukum
lingkungan dan penegakannya secara konsisten terhadap
pencemar lingkungan;

d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat
kegiatan pembangunan;

e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup
baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dalam
menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena
alam yang bersifat musiman dan berencana;

f. Membangunan kesadaran masyarakat agar peduli pada isu
lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial
dalam memantau kualitas lingkungan hidup; dan

g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan
termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana
lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap rencana.

Dalam pembangunan seharusnya diterapkan asas kelestarian
bagi sumber daya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya
alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup
manusia.Karena itu masalah pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan

14 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Cetakan kesembilan
belas (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm 60. Lihat juga Rencana
Pembangunan Jangka Jangka Menengah (RPJM) ke-1 (2005-2009), Bagian IV. 32-10-11

15, Ibid,
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merupakan masalah yang mendesak di Indonesia.l® Rusaknya tata
lingkungan hidup (pencemaran dan perusakan lingkungan hidup)
hanyalah satu masalah yang merupakan akibat belaka dari pada
suatu masalah lingkungan yang lebih mendasar, yaitu cara
pengelolaan lingkungan (hidup) yang tidak terencana dan tidak
terpadu.l”

Pengelolaan lingkungan mempunyai ruang lingkup yang luas
dengan cara yang beraneka pula, ialah :18
1. Pengelolaan lingkungan secara rutin.

2. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan suatu daerah yang
menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan.

3. Perencanaan pengelolaan lingkungan berdasarkan perkiraan
dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu
proyek pembangunan yang sedang direncanakan.

4. Perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki
lingkungan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab
alamiah maupun karena tindakan manusia.

Perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu
dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan
apa yang sesuai di suatu daerah, tempat pembangunan itu
dilakukan dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Karena
sifatnya dini, konflik antara lingkungan dengan pembangunan dapat
dihindari atau dikurangi dengan mencarikan pemecahan secara
dini.Bahkan pembangunan itu dapat direncanakan untuk
mengambil manfaat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dengan
demikian akan menjadi jelas pengelolaan lingkungan bukanlah

penghambat pembangunan,melainkan pendukung pembangunan.1®

16 Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum

Lingkungan di Indonesia, Cetakan Kesatu, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Alumni,
2001), hlm 18.

17, Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, Buku I — Umum, (Bandung:

Penerbit Binacipta, 1981), hlm 70.

18 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cetakan

Keenam, Edisi Revisi, (Bandung: Penerbit Djambatan, 1994), hlm 89

19 Ibid., hlm 90.
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Penguasaan sumber daya alam oleh negara memberikan
kewenangan kepada pemerintah sebagai penyelenggara
negara.Kewenangan tersebut dilaksanakan melalui penetapan
kebijaksanaan pengelolaan lingkungan yang dituangkan ke dalam
bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan kebijaksanaan.
Pelaksanaan wewenang pengelolaan yang diselenggarakan oleh
pemerintah ini pada hakikatnya merupakan suatu proses yang
terdiri atas beberapa komponen sebagai tahapan yang masing-
masing terkait erat satu dengan yang lain. Komponen sebagai
tahapan tersebut adalah sebagai berikut20:

a. Penetapan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
b. Penetapan peraturan perundang-undangan dan aturan
kebijaksanaan,;

c. Penetapan izin melaksanakan kegiatan usaha; dan
d. Pengawasan lingkungan; dan
e. penegakan hukum lingkungan

Sonny Keraf dalam bukunya yang berjudul Etika Lingkungan
Hidup, mengatakan bahwa ada hubungan yang erat antara
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan
lingkungan hidup yang baik.Khususnya moralitas dari pejabat
publik di bidang lingkungan hidup maupun di bidang yang lain yang
terkait merupakan faktor penting, agar aturan lingkungan hidup dan
aturan terkait lainnya tidak dilanggar. Hal yang paling penting dalam
kaitan ini adalah, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang
lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar
aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan
lingkungan hidup.2!

Selain dari uraian diatas pengelolaan lingkungan hidup itu

berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang, dimungkinkan

20 Moestadji, “Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah dalam

Upaya Peningkatan Kualitas Pembangunan di Daerah”, dalam B. Arief Sidharta, ed.,
Butir-Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan Yang Layak
(Sebuah Tanda Mata bagi 70 Tahun Prof. Dr. Ateng Syafrudin. S.H), (Bandung : PT CITRA
ADITYA BAKTI, 1996), hlm 304.

21, Sonny Keraf, Etika Lingkungan Hidup, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm

229-234. Lihat juga N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan, Cetakan kedua, Edisi Revisi, (
Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm 88.
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atau dibuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mengajukan
gugatan (ius standi) karena sehat dan bersihnya lingkungan hidup
merupakan kepentingan umum dan juga kepentingan setiap
orang. 22 Dan dibutuhkannya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
2.1.2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2.1.2.1. Pencegahan
1) Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah
satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang baru diadopsi dalam Undang-
Undang.Instrumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan,
tata ruang, serta penyusunan kebijakan, rencana dan program yang
memiliko risiko terhadap lingkungan hidup. Keberadaan KLHS dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan sebagai “hak veto”
lingkungagan hidup untuk “menolak” aktivitas manusia yang telah
melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan.

Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, meyelurug dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk
memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan rencana, dan/atau program.23 Pemerintah dan pemerintah

22, Daud Silalahi, ... op. cit., hlm 227.
23 . Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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daerah wajib melaksanakan KLHS, kedalam penyusunan atau
evaluasi:?4

(a) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,
rencana pembangunan jangka panjang dan rencana
pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi dan
kabupaten/kota.

(b) Kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:25

(a) Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program
terhadap kondisi lingkungan di suatu wilayah;

(b) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana
dan/atau program; dan

(c) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan
prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS memuat kajian antara lain:26

(a) Kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup
untuk pembangunan;

(b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;

(c) Kinerja layanan/jasa ekosistem;

(d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,;

(e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; dan

(f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS, menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau
program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS
menyatakan bahwa daya dukung dan daya tamping telah
terlampaui:

(a) Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut
wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS

(b) Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya
dukung dan daya tamping lingkungan tidak diperbolehkan lagi.

KLHS dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku

kepentingan.

24 . Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

25 . Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

26, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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2) Tata Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menjadikan tata ruang
sebagai salah satu bagian dari isntrumen pencegahan pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup. Rencana tata ruang merupakan
penjabaran spasial atas perencanaan pembangunan.Oleh karena itu,
rencana tata ruang tidak dapat dilepaskan dari perencanaan
pembangunan serta menjadi dasar bagi pemanfaatan ruang melalui
berbagai perizinan yang diberikan.27
3) Baku Mutu dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan
lingkungan  hidup merupakan  ketentuan penting dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena terkait
dengan penentuan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Lingkungan hidup dinyatakan tercemar jika baku mutu lingkungan
hidup telah terlampaui dan dinyatakan telah terjadi kerusakan jika
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup terlampaui pula.
Penentuan tentang pencemaran dan perusakan tersebut sangat
berhubungan dengan upaya pemeliharaan maupun penataan dan
penegakan hukum lingkungan hidup.
4) Amdal dan UKL/UPL

Ketentuan Amdal dan UKL/UPL diatur dalam Pasal 22 sampai
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Amdal dan
UKL/UPL merupakan instrumen penting untuk mengintegrasikan
pertimbangan perlindungan lingkungan hidup dalam rencana suatu
proyek.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting

ditentukan berdasarkan kriteria:

27. Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Penerbit ICEL, 2014), hlm 119
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(a)

(b)

(©)
(d)

(e)
(f)
(8)

besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana
usaha dan/atau kegiatan;
luas wilayah penyebaran dampak;
intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena
dampak;
sifat kumulatif dampalk;
berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
UUPPLH 2009 meletakkan kewajiban kepada pemerintah dan

pemerintah daerah untuk membantu penyusunan AMDAL bagi

kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap

lingkungan hidup.

Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang

wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas:

(2)
(b)

(©)

(d)

(e)

()

(8
(h)

pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun
yang tidak terbarukan;

proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta
pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam
pemanfaatannya;

proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi
lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial
dan budaya;

proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi
pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau
perlindungan cagar budaya;

introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi

pertahanan negara; dan/atau
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(i) penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar
untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen AMDAL
memuat hal-hal berikut :

(a) pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

(b) evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau
kegiatan;

(c) saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana
usaha dan/atau kegiatan;

(d) prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak
yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut
dilaksanakan;

(e) evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk
menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
dan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Penyusunan dokumen AMDAL dilakukan oleh pemrakarsa
kegiatan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampalk,
pemerhati lingkungan / masyarakat yang terpengaruh atas segala
bentuk keputusan dlm proses AMDAL.

Wajib memiliki sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang
diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun yang
ditetapkan oleh menteri lingkungan hidup.

5) Perizinan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat 2 (dua )
jenis izin, yakni Izin Lingkungan 28 dan izin Usaha dan/atau
Kegiatan.?9 Adapun pengertian dari Izin Lingkungan dan Izin Usaha

dan/atau Kegiatan, ialah:

28 . Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

29 . Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

24 | Page



Izin lingkungan ialah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-

UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin usaha dan/atau kegiatan ialah izin yang diterbitkan oleh

instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup ialah melalui instrumen perizinan.
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup, yang
menyatakan:

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau
UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan
berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-
UPL.

(3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
menyatakan:

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan
keputusan izin lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

6) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Instrumen ekonomi lingkungan hidup ialah seperangkat
kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah
daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan

hidup. Instrumen ekonomi diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 43
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan ekonomi ini perlu

dikembangkan sebagai penunjang kebijakan yang bersifat mengatur

(regulatory).

Instrumen ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

(a) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, terdiri dari :
(a) neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (b)
penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik
regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam
dan kerusakan lingkungan hidup; (c) mekanisme
kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah; dan (d)
internalisasi biaya lingkungan hidup.

(b) Instrumen pendanaan lingkungan hidup, terdiri dari : (a) dana
jaminan pemulihan lingkungan hidup; (b) dana penanggulangan
pencemaran dan/atau kerusakan dana pemulihan lingkungan
hidup; dan (c) dana amanah/bantuan untuk konservasi.

(c) Insentif dan disinsentif ekonomi,terdiri dari : (a) pengadaan
barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup; (b) penerapan
pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup; (c) pengembangan
sistem lembaga keuangan dan pasar modal yang ramah
lingkungan hidup; (d) pengembangan sistem perdagangan izin
pembuangan limbah dan/atau emisi; (e) pengembangan sistem
pembayaran jasa lingkungan hidup; (f) pengembangan asuransi
lingkungan hidup; (g pengembangan sistem label ramah
lingkungan hidup; dan (h) sistem penghargaan kinerja di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

7) Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan
setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat

nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi
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lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-undang ini.

8) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :

(a) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai;

(b) Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

() Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;

(d) Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus
lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah
yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang baik.

Rumusan tentang anggaran berbasis lingkungan hidup

diarahkan kepada dua tujuan, yaitu :30

(a) Memastikan agar ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendapat
dukungan pendanaan yang memadahi dalam pelaksananya;

(b) Menginternalisasikan eksternalitas biaya lingkungan hidup ke
dalam anggaran, misalnya melalui alokasi dana pemulihan
lingkungan hidup; dan

(c) Menjadikan anggaran sebagai mekanisme insentif dan disinsentif
yaitu melalui dana alokasi khusus bagi daerah yang memiliki
kinerja lingkungan yang baik.

9) Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :

(a) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan

dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap

30, Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Op.cit, him 153
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(b)

ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan
manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup.
Analisis risiko lingkungan hidup, meliputi :

(1) Pengkajian risiko;

(2) Pengelolaan risiko; dan/atau

(3) Komunikasi risiko.

10)Audit Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :

(2)

(b)

Audit lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu sukarela
(voluntary) dan wajib (mandatory). Audit lingkungan sukarela
dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha bagi yang berminat
untuk mengevaluasi usaha atau kegiatannya. Sedangkan audit
lingkungan wajib dikenakan kepada (a) usaha atau kegiatan yang
beresiko tinggi secara periodic; dan (b) kepada
penanggungjawaban usaha atau kegiatan yang menunjukan
ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengaturan tentang kompetensi bagi auditor lingkungan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur ketentuan bahwa
auditor lingkungan harus tersertifikasi sesuai dengan standar
yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut dari audit lingkungan diatur dalam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Audit Lingkungan.

a.

Penanggulangan

Upaya pencegahan yang sudah dilakukan tersebut tidak
meniadakan kewajibannya untuk melakukan penanggulangan
maupun pemulihan. Hal ini tercermin dalam Pasal 53 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan :
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“ bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.”

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

hidup, dilakukan dengan :

(a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.

(b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup;

(c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup; dan/atau

(d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.

Pemulihan

Ketentuan tentang pemulihan pada Pasal 54 sampai Pasal 56

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak dapat dilepaskan dari

ketentuan-ketentuan pada bagian pencegahan maupun

penanggulangan sebagaimana diulas diatas. Aspek yang diatur

dalam ketentuan pemulihan ini terdiri dari : (a) siapa yang

bertanggungjawab melakukan pemulihan; (b) tindakan-tindakan

yang dilakukan untuk pemulihan; dan (c) pendanaan.

Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap orang

yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan

hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur

tentang bentuk-bentuk tindakan pemulihan yang mencakup :

(a) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan;

(b) Remediasi;

() Rehabilitasi;

(d) Restorasi;
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(e) Cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Secara definisi, tindakan remediasi, rehabilitasi, maupun
restorasi memiliki makna yang sama yaitu tindakan pemulihan
seperti sediakala. Oleh karena itu, dalam ketentuan pelaksana perlu
diatur tentang definisi dan tata cara dari tindakan-tindakan ini
sehingga tujuan dari pemulihan dampak dan kualitas lingkungan
hidup seperti sediakala tersebut dapat tercapai dengan baik.

1. Rencana Tata Ruang

Disini bisa dilihat bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi
juga baik bagi perbaikan pendapatan per kapita dan dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai sumber
daya alam yang begitu banyak dengan mengeksploitasi sebesar-
besarnya sumber daya alam, tapi tidak disadari bahwa akibat
mengekploitasi sumber daya alam secara berlebihan dapat
mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas
lingkungan yang sangat besar (bencana banjir dan longsor,di
kawasan perkotaan banyaknya perumahan kumuh, semakin
kurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau) belum lagi konflik
sosial di tingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi
sumber daya alam secara berlebihan.

Untuk menyerasikan pemanfaatan sumber daya alam bagi
kebutuhan manusia perlu diupayakan penatagunaan ekosistem yang
dicerminkan dalam penatagunaan ruang.Sasaran yang hendak
dicapai dalam penatagunaan ruang, meliputi tatanan penyediaan
peruntukan penggunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya,
untuk melatakkan kegiatan pembangunan pada tempatnya, yang
sesuai dengan fisik dan hukum.3!Perlunya penataan ruang yang
dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan,
yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya

alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan

31 Surna T. Djajadiningrat, “Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan
Lingkunga”, Jurnal Hukum Lingkungan, Cetakan Ke 2 No. 1 (1994), hlm 9
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perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah
penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam
setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu
dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan
ruang sehingga diharapakan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang
yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tidak
menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah untuk menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat wajib
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.Rencana tata ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem,
fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan dan
nilai strategis kawasan.32Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri
atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.Penataan ruang
berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan
kawasan budi daya.Penataan ruang Dberdasarkan wilayah
administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan
ruang wilayah  provinsi dan = penataan ruang = wilayah
kabupaten/kota.Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan
terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang
kawasan perdesaan.Penataan ruang berdasarkan nilai strategis
kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional,
ruang kawasan strategis provinsi dan ruang kawasan strategis
kabupaten /kota.33

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan

peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta

32, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
33, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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pengenaan sanksi. 3% Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman
pengendalian pemanfaatan ruang dan ditetapkan dengan : (a)
peraturan pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem
nasional; (b) peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan
zonasi sistem provinsi; dan (c¢) Peraturan daerah kabupaten/kota
untuk peraturan zonasi.

Ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai
dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.lzin pemanfaatan
ruang yang dikeluarkan dan diperoleh dengan tidak melalui prosedur
yang benar maka batal demi hukum.Adapun izin pemanfaatan ruang
yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti
tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.Dan terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat
pembatalan izin tersebut, dapat dimintakan penggantian yang layak
kepada instansi pemberi izin.Apabila izin pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang
wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
dengan memberikan ganti kerugian yang layak.Setiap pejabat
pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang
dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif
dan/atau disinsentif oleh Pemerintah dan pemerintah daerah kepada
Pemerintah kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah kepada
pemerintah daerah lainnya dan pemerintah kepada masyarakat
dengan tetap menghormati hak masyarakat. Insentif yang
merupakan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan

dengan rencana tata ruang, berupa : (a) kerugian pajak, pemberian

54, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
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kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
(b) pembangunan serta pengadaan infrastruktur; (c) kemudahan
prosedur perizinan; dan/atau pemberian penghargaan kepada
masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Untuk disinsentif,
yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi
pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan
rencana tata ruang, berupa : (a) pengenaan pajak yang tinggi yang
disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk
mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
dan/atau (b) pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan
kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi merupakan tindakan
penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

Dalam rangka mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktif dan berkelanjutan 35 berlandaskan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional dengan : (a) terwujudnya
keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (b)
terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
(c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak
negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2. Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, pokok pikiran yang
melandasi perlunya peran serta masyarakat dapat dikemukakan
sebagai berikut :36

a. Memberi Informasi kepada Pemerintah

35, Penjelasan Pasal 2 huruf c yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah

bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan
daya dukung dan daya tamping lingkungan dengan memperhatikan kepentingan
generasi mendatang.

36, Koesnadi Hardjasoemantri, “Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam Abdul Gofur Anshori dan Sobirin Malian,
Membangun Hukum Indonesia Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, (Yogyakarta:
Kresi Total Media, 2008), hlm 146 - 148

33 | Page



Peran serta masyarakat terutama akan dapat menambah
perbendaharaan pengetahuan mengenai sesuatu aspek tertentu
yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri
maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat.
Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk memberi
masukan kepada Pemerintah tentang masalah yang dapat
ditimbulkan oleh sesuatu rencana Pemerintah dengan berbagai
konsekuensinya. Dan informasi yang didapatkan dari masyarakat
akan menambah informasi dan masukan bagi proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah dan
dapat meningkatkan kualitas keputusan tersebut.

Meningkatkan kesediaan masyarkat untuk menerima keputusan
Seseorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan
untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan
tidak dihadapkan pada suatu fait accompli, akan cenderung
untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna
menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut.
Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
akan dapat banyak mengurangi timbulnya pertentangan, asal
peran serta tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat. Bahwa
suatu keputusan tidak pernah akan memuaskan semua
kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat,
namun kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan
Pemerintah akan dapat ditingkatkan.

Membantu Perlindungan Hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan
keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama
proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak
hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke
pengadilan. Apabila sebuah perkara diajukan ke pengadilan,
maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu

kegiatan tertentu.Dengan demikian tidak dibuka kesempatan
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untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif kegiatan
lainnya.

Mendemokratisasikan Pengambilan Keputusan

Ada pendapat yang menyatakan, bahwa dalam pemerintahan
dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan
kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat.Dengan demikian tidak
ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta
masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk
kepentingan rakyat.

Dikemukan pendapat lainnya yang mengatakan bahwa dalam

sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam pengambilan

keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan

demokratis, karena warga masyarakat, kelompok atau organisasi

yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tidaklah

dipilik atau diangkat secara demokratis. Terhadp kritik diatas

tersebut, Guindling mengemukakan tangapannya, yaitu :

a.

Bahwa demokrasi dengan sistem perwakilan adalah satu bentuk
demokrasi, bukan satu-satunya;

Bahwa sistem perwakilan tidak menutup bentuk-bentuk
demokrasi langsung; dan

Bahwa bukanlah warga masyarakat, sekelompok warga
masyarakat atau organisasi yang sesungguhnya mengambil
keputusa, mereka hanya berperan serta dalam tahap-tahap
persiapan pengambilan keputusan.

Selanjutnya menurut Koesnadi Hardjasoemantri, ada beberapa

persyaratan untuk guna mendayagunakan dan menghasilgunakan

peran serta msayarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,

sebagai berikut:

a.
b.

C.

Pemimpin yang eksekutif yang terbuka,;

Peraturan yang akomodatif;

Masyarakat yang sadar lingkungan;

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tanggap;

Informasi yang tepat; dan
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f. keterpaduan
Menurut Samsul Wahidin, secara teoritik perlu klarifikasi
bahwa peran serta masyarakat itu pada dasarnya merupakan bentuk
pelibatan secara langsung dari masyarakat terhadap suatu aktivitas.
Secara administratif, peran serta dimaksud meliputi beberapa hal
berikut :37
a. Peran serta masyarakat sebagai suatu kebijakan
Penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat
merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk
dilaksanakan.Paham ini dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa
masyarakat yang potensial dikorbankan atau terkorbankan oleh
suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan.
b. Peran serta masyarakat sebagai strategi
Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran serta masyarakat
merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
Pendapat ini didasarkan kepada suatu paham bahwa bila
masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan
keputusan dan kepedulian masyarakat kepada tiap tingkatan
pengambilan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka
keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
c. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi
Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai alat untuk
mendapatkan masukan Dberupa informasi dalam proses
pengambila keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu
pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani
masyarkat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat
tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan
keputusan yang responsif.
d. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara

mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian

37, Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan
dup, (Yogyakarta: staka Pelajar, , hlm -
Hidup, (Yogyak Pustaka Pelajar, 2014), hlm 168 - 169
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consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang
melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan
dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi
rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

e. Peran serta masyarakat sebagai terapi
Peran serta masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk
“mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti
halnya perasaan ketidakpercayaan, tidak percaya diri dan
perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam
masyarakat.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan
seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Peran masyarakat dapat berupa: a)
pengawasan sosial; b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan,
pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.
Adapun peran masyarakat dilakukan untuk:38
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup;

b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan
kemitraan;

c. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan dan
kepeloporan masyarakt;

d. Menumbuhkan dan mengembangkan ketanggapan dan
kesegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
dan

e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam
rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.2. Kajian Empirik
2.2.1. Letak Geografis Kota Bontang
Kota Bontang memiliki letak yang cukup strategis yaitu terletak

pada jalan trans-Kaltim dan berbatasan langsung dengan Selat

38, Pasal 70 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

37 | Page



Makassar, sehingga menguntungkan dalam mendukung interaksi
wilayah Kota Bontang dengan wilayah lain di luar Kota Bontang.
Kota Bontang terletak antara 117°23’ sampai dengan 117°38” Bujur
Timur dan 0°01’ sampai dengan 0°12’ Lintang Utara.

Wilayah Kota Bontang di sebelah utara dan barat berbatasan
dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah timur dengan Selat
Makassar, dan sebelah selatan dengan Kabupaten Kutai
Kartanegara. Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan
kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi
daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan
Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan luas wilayah 161,87 km?.

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17
Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang
Barat, pada tanggal 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi
tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan
Bontang Utara,dan Kecamatan Bontang Barat. Kecamatan Bontang
Selatan memiliki wilayah yang terluas (110,91 km?2), disusul
Kecamatan Bontang Utara (33,03 km2) dan Kecamatan Bontang
Barat (17,93 km?).

2.2.2. Iklim

Di Kota Bontang terjadi karena proses pergantian panas dan
uap air antara bumi dan atmosfir dalam jangka waktu yang lama
menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim
merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfir yang meliputi
panas, kelembaban dan gerakan udara. Kota Bontang berada di
wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami
dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta
dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan
November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.
Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada

bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November.
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Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya
63,75% pada bulan September. Terdapat empat stasiun pengamatan
cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari,
Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah
hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Gunung
Telihan sebesar 166,39 mm3 dengan rata-rata 11 hari hujan
perbulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang
tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19
mm?3 dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.
2.2.3. Wilayah Administratif

Berdasarkan Perda Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002,
wilayah Kota Bontang dibagi menjadi tiga kecamatan, yakni Bontang
Selatan, Bontang Utara, dan Bontang Barat. Secara keseluruhan
pada wilayah kecamatan tersebut terdapat 15 kelurahan. Kecamatan
Bontang Selatan terdiri atas enam kelurahan (Bontang Lestari,
Satimpo, Berbas Pantai, Berbas Tengah, Tanjung Laut, dan Tanjung
Laut Indah) dan 201 Rukun Tetangga (RT). Sementara itu,
Kecamatan Bontang Utara terdiri atas enam kelurahan (Bontang
Kuala, Bontang Baru, Api-Api, Gunung Elai, Loktuan, dan Guntung)
dan 205 RT. Sedangkan Kecamatan Bontang Barat terdiri dari tiga
kelurahan (Kanaan, Gunung Telihan, dan Bellimbing) dan 93 RT.

2.2.4. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota
Bontang sebanyak 2.924 orang, yang didominasi oleh pegawai
golongan III, yaitu sebesar 61,05% (1.785 orang). Sedangkan pegawai
golongan II berjumlah 694 orang (23,73%) dan pegawai golongan IV
sebanyak 411 orang (14,06%), serta sisanya merupakan pegawai
golongan I. PNS di Kota Bontang didominasi oleh lulusan
Sarjana/Doktor/Ph.D yaitu sebesar 56,43% jika dilihat berdasarkan
jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. Diikuti oleh
lulusan SMA/sederajat 20,73%, lulusan Diploma/Sarjana Muda

19,19% dan sisanya merupakan lulusan SMP ke bawah.
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2.2.5. Data Kependudukan

Kependudukan Sebagai sebuah kota yang sedang berkembang
terutama dengan keberadaan dua perusahaan besar berskala
internasional yakni PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kaltim, jumlah
penduduk Kota Bontang senantiasa bertambah seiring dengan
berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan
faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian
tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.
Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2019 adalah 181.618
jiwa.

Penyebaran jumlah penduduk di tiga kecamatan, yakni di
Kecamatan Bontang Selatan sebesar 69.063 jiwa (38,02%), di
Kecamatan Bontang Utara adalah 82.626 jiwa (45,50%) dan di
Kecamatan Bontang Barat 29.929 jiwa (16,48%). Namun demikian,
kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara masih lebih tinggi
dibandingkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan
dan Kecamatan Bontang Barat. Kepadatan penduduk selama tahun
2018 di Kecamatan Bontang Selatan, Bontang Utara dan Bontang
Barat besarnya berturut-turut adalah 623 jiwa/km?2; 2.501 jiwa/km?2,
dan 1.669 jiwa/km? . Sementara jika dilihat menurut jenis kelamin,
jumlah penduduk lakilaki (94.583 jiwa) masih lebih banyak
dibandingkan penduduk perempuan (87.035 jiwa). Hal ini
berdampak pada besarnya rasio jenis kelamin yang merupakan
perbandingan jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk
perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2019 adalah 108,67
yang berarti bahwa diantara 100 orang penduduk perempuan di Kota
Bontang pada tahun 2018 terdapat 108-109 orang penduduk laki-
laki. Indikator kependudukan Kota Bontang menunjukkan bahwa
pada tahun 2019 penduduk yang datang sebanyak 5.439 orang,
pindah 7.308 orang, kelahiran 2.951 orang, dan kematian 741orang.
Tim Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas
Mulawarman melakukan penelitian secara empiris dengan menggali

informasi dari stakeholder atau pemangku kepentingan terkait data

40 | Page



kependudukan salah satunya adalah Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Bontang. Berikut data yang diperoleh Tim terkait
kependudukan di Kota Bontang, sebagai berikut:

Tabel 2.1: Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun
2019

No Kecamatan KK Lakilak n Perem

Perempua | Laki-laki +

uan

n % N % n % n

%

1 | Bontang Utara 26.153 | 45 |42.986 [ 45 [39.640| 46 | 82.626

45

2 | Bontang Selatan |21.899 [ 38 |36.027 | 38 |33.036| 38 | 69.063

38

3 | Bontang Barat 9.470 16 115.570 | 16 |14.359] 16 | 29.929

16

Jumlah 57.526 | 100|94.583 | 100 [87.035/100 |181.618

100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bontang, 2021

Data dalam tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah
penduduk Kota Bontang tahun 2019 adalah 181.618 jiwa, laki-laki
berjumlah 94.583 jiwa dan perempuan berjumlah 87.035 jiwa.
Untuk persebaran penduduk per kecamatan adalah terbanyak
berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu berjumlah 82.626 jiwa
dengan rincian laki-laki berjumlah 42.986 jiwa dengan jumlah KK
sebanyak 26.153 KK. Urutan kedua jumlah penduduk terbanyak
berada di Kecmatan Bontang Selatan yaitu berjumlah 69.03 jiwa
dengan rincian laki-laki sebanyak 36.027 jiwa dan perempuan
berjumlah 33.036 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 21.899 KK.
Jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Bontang Barat
berjumlah 29.929 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 15.570 jiwa
dan perempuan sebanyak 14.359 jiwa dari 9.470 KK.

Pertumbuhan penduduk juga diperoleh untuk tahun 2020
semester II dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 2.2 di
bawah ini:

Tabel 2.2: Jumlah Penduduk Kota Bontang Semester II Tahun
2020

No Kecamatan

KK Laki-laki Perempuan

Laki-laki +
Perempuan

N % N % N % n

%

Bontang Utara 26.686| 45 | 43.761| 45 | 40.449 46 | 84.210

45

N|+—

Bontang Selatan | 22.418| 38 | 36.584| 38 | 33.713 38 | 70.297

38

Bontang Barat 9.572 16 | 15.678| 16 | 14.559 16 | 30.277

16

Jumlah 58.676 | 100 | 96.023( 100 [88.761| 100 [184.784

100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Capil Kota Bontang, 2021
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Data dalam tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah
penduduk Kota Bontang tahun 2020 adalah 184.784 jiwa, laki-laki
berjumlah 96.023 jiwa dan perempuan berjumlah 88.761 jiwa.
Untuk persebaran penduduk per kecamatan adalah terbanyak
berada di Kecamatan Bontang Utara yaitu berjumlah 84.210 jiwa
dengan rincian laki-laki berjumlah 43.761 jiwa dan perempuan
sebanyak 40.449 jiwa, dengan jumlah KK sebanyak 26.686 KK.
Urutan kedua jumlah penduduk terbanyak berada di Kecmatan
Bontang Selatan yaitu berjumlah 0.297 jiwa dengan rincian laki-laki
sebanyak 33.713 jiwa dan perempuan berjumlah 36.584 jiwa dengan
jumlah KK sebanyak 22.418 KK. Jumlah penduduk paling sedikit
adalah di Kecamatan Bontang Barat berjumlah 30.277 jiwa dengan
rincian laki-laki sebanyak 15.68 jiwa dan perempuan sebanyak
14.559 jiwa dari 9.572 KK.

Selama tahun 2019 dan 2020 terjadi kenaikan jumlah
penduduk, tahun 2019 sebanyak 181.618 jiwa dan tahun 2020
sebanyak 184.784 jiwa. Jadi kenaikan jumlah penduduk sebanyak
3.166 jiwa atau 0,98%. Kemudian tahun 2021 semester I jumlah
Penduduk Kota Bontang mencapai 185.201 jiwa dengan rincian
perkecamatan, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Bontang
Semester Pertama Tahun 2021

1. Kecamatan Bontang Utara 84.670

2. Kecamatan Bontang Selatan 70.308

3. Kecamatan Bontang Barat 30.223
Tolah Jumlah 185.201

Sumber: Agregat Data Kependudukan, Disdukcapil, Kota Bontang, 2021
http:/ /disdukcapil.bontangkota.go.id /agregat/

2.2.6. Data Kondisis Lingkungan Hidup Kota Bontang

1. Keadaan atau Kondisi Air Kota Bontang
Sebagai gambaran mengenai kondisi air yang ada di wilayah
Kota Bontang, data ini diambil dari sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan yaitu dari Hasil uji dan analisis Dinas
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Lingkungan Hidup Kota Bontang, dimuat dalam Lampiran Nasmik

ini

2. Informasi terkait dengan Lingkungan Hidup di Kota Bontang

Sumber

Informasi

Kualitas
Lingkungan
Hidup Kota
Bontang
Semakin Baik.
Oktober 23,
2018

https:/ /gpriorit
y.co.id /kualitas
-lingkungan-
hidup-kota-
bontang-
semakin-baik/

Kota Bontang masuk nominasi 12 besar Nirwasita Tantra
Award dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Heru Triatmojo,SP,M.Si, Kepala Bidang Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kota Bontang, mengatakan
lingkungan hidup di Kota Bontang provinsi Kalimantan
Timur dari tahun ke tahun semakin baik, berkat
keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui
Dinas Lingkungan Hidup untuk terus melakukan
upaya-upaya perbaikan terhadap lingkungan hidup di
Kota Bontang.

Dikatakan Heru, masuknya Kota Bontang dalam
nominasi 12 Nirwasita Tantra Award dari Kementerian
Hidup, baru-baru ini menjadi inspirasi untuk
melakukan kerja-kerja nyata di bidang lingkungan
hidup khususnya.

“Nirwasita Tantra merupakan penghargaan dari
Kementerian Lingkungan Hidup kepada kepala daerah
yang dalam kepemimpinannya berhasil mewujudkan
dan menerapkan kebijakan sesuai prinsip metodologi
pembangunan berkelanjutan sehingga mampu
memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerahnya, “
ungkapnya.

Heru menjelaskan, wilayah Kota Bontang yang
didominasi oleh luas lautan sekitar 70 persen dan luas
daratannya sekitar 30 persen perlu menjaga kualitas
baik tanah, udara dan lautnya, sehingga kota Bontang
memberikan kenyamanan lingkungan bagi warganya.
Kota Bontang ini bahkan, menurut Heru sudah 9 kali
meraih penghargaan Adipura.
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Sebelumnya, dalam acara penilaian Nirwasita Tantra
tahun 2018 tingkat Kota Madya.yang dilaksanakan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
di Ruang Rimbawan II, Gedung Manggala Wanabakti
Jakarta, Neni Moernaneni Walikota Bontang 2016-2021
mengawali presentasinya dalam sesi wawancara
mengatakan, ia mengangkat 3 jenis isu lingkungan
hidup dan pengelolaannya, yakni: potensi pencemaran
air laut, potensi pencemaran udara, dan potensi
degradasi mangrove.

“Salah satu respon pemerintah dalam menangani isu
tersebut adalah dengan menghimbau seluruh pejabat
eselon agar menggunakan bus saat berangkat bekerja
pada hari Senin, sehingga dapat dilakukan pengurangan
emisi CO2 sebesar 0.99 ton/hari,” ungkap Neni.

Hadir dalam acara tersebut Neni diampingi Kepala
Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan, Ketahanan
Pangan dan Perikanan, perwakilan dari Dinas Perkim
dan Kominfo.

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis seperti iklim
di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan
penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada Mei
sampai dengan Oktober, sedangkan musim penghujan
terjadi pada November sampai dengan April. Selain itu,
iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa
dipengaruhi oleh angin Muson Barat (November — April)
dan angin Muson Timur (Mei - Oktober). Namun,
beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke
musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota
Bontang cenderung rata sepanjang tahun.

Periode Kota Bontang 2016-2021 kepemimpinan
Walikota Neni Moernaeni dan Wakil Walikota Basri Rase
visi pembangunannya adalah:

"MENGUATKAN BONTANG SEBAGAI KOTA MARITIM
BERKEBUDAYAAN INDUSTRIYANG BERTUMPU PADA
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA DAN LINGKUNGAN
HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”

Rumusan Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

Kota Maritim adalah untuk mewujudkan Visi Kota
Bontang 2006-2025 sebagai Kota Maritim, dan Visi
Pembangunan Nasional yang tertuangdalam RPJMN
2015-2021. Hal tersebut sangat beralasan mengingat
sebagai entitas administratif ekonomi dan ekologis yang
didominasi olehwilayah pesisir dan laut sehingga unsur
kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon)
bagi Kota Bontang.

Aspek kemaritiman ini mencakup domain fungsional

44 | Page




ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan,
kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan
tangkap,perikanan budidaya, industri pengolahan hasil
laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan
maritim, eksplorasi, eksploitasi danpengolahan minyak-
gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore).
Berkebudayaan industri adalah sebuah nilai sistem
profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal
dan nasional yang mampumendorong dan menopang
perekonomian di sektor industri maritim pada
khususnya dan industri lain pada umumnya sehingga
ke depan industry maritim dan industri petrokimia bisa
berjalan secara sinergi dan saling menunjang

Kualitas Sumbedaya Manusia mempunyai arti bahwa
Kualitas Sumberdaya Manusia baik menjadi tumpuhan
utama untuk mewujudkan Visi tersebut, sehingga dalam
kurun waktu lima tahun ke depankualitas Sumbedaya
Manusia semakin meningkat baik pendidikan
maupunkesehatanya, melalui peningkatan sarana dan
prasarana yang berkualitas.

Kualitas lingkungan hidup mempunyai arti bahwa
pembangunan harus berkelanjutan, dengan tetap
memperhatikan kelestarianlingkungan hidup yang ada
di Bontang, yaitu dengan meningkatkan kualitas
lingkungan hidup termasuk di dalamnya sumberdaya
alam melaluimekanisme yang adil, bermartabat dan
berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Kesejahteran Masyarakat merupakan tujuan akhir
pembangunan Kota Bontang, yaitu mewujudkan
masyarakat Kota Bontang yangterpenuhi hak-hak
dasarnya sehingga menikmati kualitas kehidupan yang
lebih baik, berkualitas dan memilliki pilihan yang luas
dalam seluruh kehidupannya.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan Visi
Pembangunan Kota Bontang 2016-2021 tersebut
dijabarkan melalui Misi Pembangunan Kota Bontang
lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:
Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui
peningkatan kualitas sumberdaya manusia

Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar
yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya
dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien
dan memberikan informasi yang tepat kepada
masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya
atau pun mengantisipasi kejadian yang tak terduga
sebelumnya. Salah satu faktor penting dalam
menjadikan sebuah kota sebagai Smart City adalah
kualitas sumberdaya manusianya yang handal.
Sehingga untuk mewujudkan Kota Bontang sebagai
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Smart City perlu peningkatan kualitas Sumberdaya
Manusianya.

Secara operasional upaya peningkatan kualitas SDM
dilaksanakan melalui berbagai sektor pembangunan,
antara lain sektor pendidikan, kesehatan, sosialm
kependudukan, tenaga kerja dan sektor permbangunan
lainnya. Dalam rangka untuk mewujudkan MISI
tersebut berikut ini adalah kebijakan dan program
prioritasnya.

Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui
peningkatan kualitas lingkungan hidup

Green City merupakan salah satu konsep pendekatan
perencanaan kota yang berkelanjutan, Green City juga
dikenal sebagai Kota Ekologis atau kota yang sehat.
Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan
perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan.
Dengan kota yang sehat dapat mewujudkan suatu
kondisi kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat
untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan
potensi sosial ekonomi masyarakat melalui
pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor
terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk
dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap
individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait
(stakeholders).

Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City
melalui pengembangan kegiatan perekonomian
berbasis sektor maritim.

Bontang sebagai Creative City merupakan hasil dari
pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi
kreatif dalam peningkatan kualitas sosial-ekonomi,
ekologi, daya kompetitif kota. Pengembangan bontang
sebagai Creative City merupakan hasil dari gabungan
modal sumberdaya manusia (contohnya angkatan kerja
terdidik), modal infrastruktur (contohnya fasilitas
komunikasi yang berteknologi tinggi), modal sosial
(contohnya jaringan komunitas yang terbuka)dan modal
entrepreuneurial (contohnya aktifitas bisnis kreatif).
Pemerintahan yang kuat dan dapat dipercaya disertai
dengan orang-orang yang kreatif dan berpikiran terbuka
akan meningkatkan produktifitas lokal dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kota. Dalam
rengka untuk mencapai misi tersebut maka berikut ini
adalah kebijakan serta program kerjanya.
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Tampak dari kejauhan pabrik produksi amonia di Kawasan Industrial
Estate (KIE) berbatasan pagar dengan Kelurahan Guntung, Kota Bontang,
Kaltim, Minggu (29/3/2020). (KOMPAS.COM/Zakarias Demon Daton)

Ungkapan itu dilontarkan Anwar Lafang, warga RT 33,
Gang Merpati, Kelurahan Loktuan, Kota Bontang,
Kalimantan Timur, di Pelabuhan Loktuan saat ditemui
Kompas.com, Minggu (29/3/2020). Di belakang dia,
kurang lebih satu kilometer, berdiri pabrik produksi
amonia milik empat perusahaan yang beroperasi di
Kawasan Industrial Estate (KIE) Bontang. Perusahaan
terbesar di kawasan itu adalah PT Pupuk Kaltim, yang
merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pabrik itu bersisian dengan Pelabuhan Loktuan dan
juga pemukiman padat yang ada di wilayah itu. “Ada
rumah berdempetan dengan pagar pembatas pabrik,”
kata pria berusia 47 tahun ini sambil menunjuk ke arah
pemukiman pada Kelurahan Loktuan dan Guntung
adalah dua kelurahan di Kecamatan Bontang Utara,
yang berbatasan langsung dengan pabrik amonia milik
empat perusahaan itu. Mata pencaharian warga di dua
kelurahan itu, sebagian nelayan, pegawai, dan pekerja
harian lepas industri, pedagang dan lainnya. “Di wilayah
Bontang Utara memang penduduknya paling banyak,
karena mungkin daerah industri. Termasuk di Loktuan
dan Guntung,” ungkap Anwar.
Anwar menetap di lokasi Loktuan sejak 1989, setelah
berdiri pabrik 1977. “Rata-rata pabrik berdiri duluan,”
kata dia. Sejak 1950 awalnya Bontang hanya desa kecil.
Kemudian berubah jadi kecamatan membawa 11 desa
pada 1972. Dua tahun kemudian, PT Liquefied Natural
Gas (LNG) Badak dan PT Pupuk Kaltim berdiri di
Bontang, pada 1974 dan 1977. Kemudian, berlanjut
hingga 1984 Bontang menjadi sebuah kecamatan hingga
akhirnya  menjadi kota madya pada  2001.
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Kasnawati warga RT 07 Kelurahan Guntung, Bontang, Kalimantan Timur,
saat ditemui Kompas.com, Minggu (29/3/2020).(KOMPAS.COM/Zakarias
Demon Daton

Di kawasan Loktuan awalnya ditempati nelayan
tradisional sebelum industri berdiri. Begitu pula dengan
di kelurahan Guntung. Ada komunitas masyarakat
Kutai sebelum masuk industri. Namun seiring waktu,
berdirinya industri, arus migrasi penduduk masuk dan
keluar ke daerah ini lumayan tinggi. Data BPS Bontang
2018, misalnya, terdapat 675 orang datang dan 923
keluar dari Loktuan. Sementara di Guntung pada tahun
sama terdapat 230 orang datang dan 292 orang keluar.
Hilir mudik orang ini memicu kepadatan penduduk di
dua wilayah tersebut. Loktuan tercatat sebagai
penduduk terbanyak di Kecamatan Bontang Utara
tahun 2018 yakni 22.794 jiwa tersebar di 52 RT (BPS
2018). Dengan tingkat kepadatan penduduk 6.357 jiwa
per kilometer persegi dari luas wilayah Loktuan sekitar
3,58 kilometer persegi. Sementara Guntung dengan
tingkat kepadatan penduduk 818 jiwa per kilometer dari
total penduduknya sebanyak 8.998 jiwa pada 2018.
Jumlah itu tersebar di 25 RT dengan luas wilayah
berkisar 8,49 kilometer persegi (BPS 2018). Sementara,
tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara
rata-rata sebanyak 2.541 jiwa per kilometer persegi.
Karena dua kelurahan tersebut berdekatan industri,
warganya sering menerima dampak bau amonia dari
keseluruhan masyarakat Bontang, 181.618 jiwa pada
2019. Jumlah itu tersebar di tiga kecamatan, yakni di
Bontang Selatan, 69.063 jiwa atau 38,02 persen, di
Bontang Utara, 82.626 jiwa atau 45,50 persen dan di
Bontang Barat 29.929 jiwa persen 16,48 persen. “Warga
yang berada di dua wilayah itu umumnya ada yang
nelayan, karyawan subkontraktor, pekerja industri dan
pedagang,” ungkap Kepala BPS Bontang Srie Sis
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Sugianto saat dihubungi, Sabtu (25/4/2020). Tampak
dari kejauhan, deretan cerobong pabrik-pabrik di KIE
melepas kepulan asap ke udara. “Bau menyengat itu
biasanya mengikuti arah angin,” kata Faisal, warga lain
di Loktuan kepada Kompas.com. Tak jarang warga
Loktuan, kata Faisal sering kena sakit pernapasan.
“Jangan jauh-jauh, anak saya dua orang masih kecil
sering kena,” ungkap dia. Rata-rata warga tak tahu
persis alasan terjadi bau. Sebagai imbalan, perusahaan
memberi tes kesehatan gratis bekerjasama dengan
puskesmas setempat. Ada pula bantuan lain dalam
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Lurah
Loktuan Muhammad Takwin menganggap wajar bau
amonia karena kelurahan yang ia pimpin berada di
wilayah pabrik. “Memang bau itu tercium. Tapi tidak
setiap hari. Mungkin pada proses tertentu di
perusahaan,” kata Lurah. Beberapa kali dilakukan
pertemuan para RT dengan manajemen perusahaan.
Pada kesempatan itu perusahan selalu menjelaskan bau
amonia yang terpapar dibawa baku mutu. Artinya tak
mengancam kesehatan warga. Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Bontang juga melakukan uji kadar kebauan di
Loktuan dan Guntung, hasilnya di bawah ambang
batas. Untuk mengantisipasi dampak kesehatan, kata
Lurah, perusahaan memberikan tes kesehatan gratis
rutin setiap bulan. Setelah dari Kelurahan Loktuan,
saya berbalik arah menuju Kelurahan Guntung.
Melintasi Jalan Pupuk Raya di pinggiran areal pabrik
yang dipagari seng. Dari luar pagar pembatas berjarak
kurang lebih satu kilometer meter saya menghitung
sekitar tujuh cerobong mengeluarkan asap ditambah
satu cerobong api. Kelurahan Loktuan dan Guntung
kira-kira berjarak tiga kilometer. Di Guntung sebelah
utara Bontang, saya menemui Kasnawati (50). Warga RT
07 ini juga menuturkan keluhan sama. “Kalau arah
angin ke sini, kita harus menghindar berlawanan biar
enggak bau,” ungkap istri Ketua RT 07 ini. Jika bau
terlalu menyengat bisa buat mata perih. Biasanya,
Kasnawati bersama anaknya menutup hidung
menggunakan kain basa. Ketua RT 08 Kelurahan
Guntung, Abidurahman menyampaikan warganya sering
mengeluh sakit tenggorokan, batuk dan flu. “Tapi
karena keseringan jadi kami terbiasa dengan bau
amonia itu. Istri dan anak saya sering kena batuk-
batuk, flu, bahkan kulit flek-flek,” kata dia. “Namanya
hidup berdampingan dengan perusahaan mau
bagaimana lagi,” sambung dia pasrah. Soal keluhan ini
sudah lama disampaikan ke perusahaan maupun
pemkot. Tapi, kata Abidurahman, tetap saja warga
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merasakan bau. Tak jauh dari rumah Abidurahman
saya bergeser ke pagar pembatas areal pabrik. Di sekitar
lokasi itu tampak lahan gundul. Menurut warga, lahan
itu bekas hutan bakau. Namun dibersihkan
perusahaan. “Sejak bakau-bakau itu ditebang, nyaris
enggak ada penyaring. Begitu arah angin kesini, bau
menyengat sekali,” tutur Abidurahman menunjuk ke
lahan gundul. Di titik yang sama, terdapat drainase
ukuran besar menjorok ke arah laut. Di sisi kanan
bersisian dengan pabrik terdapat genangan air
kekuning-kuningan. Cerobong pabrik terus melepas
kepulan asap ke udara. Kepulan asap itu akan bergerak
mengikuti arah angin di langit Bontang. DLH Bontang
dan PT Pupuk Kaltim menyebut bau amonia tak
berbahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar. Awal
Februari 2019 DLH menguji sampel udara di dua
kelurahan itu menggunakan alat Single Gas Detector
(OdaLog Logger) selama satu jam. Hasilnya, tingkat
kadar kebauan gas amonia di pemukiman warga di
bawah satu ppm. Besaran itu dinilai layak dihirup
manusia karena tak lampau baku mutu. Keputusan
Menteri LH nomor 5S0/MEN/LH/III/96, batas maksimal
paparan kebauan di area pemukiman warga 2,0 ppm
selama 24 jam secara terus menerus. Di atas dari itu
dianggap mengancam. Sementara, batas maksimal
paparan di area kerja 3,25 ppm selama delapan jam
sesuai Surat Edaran Menaker Nomor 02/MENAKER/78.
Tapi, Anwar, Faisal, Kasnawati, Abidurahman mewakili
suara warga di pinggiran pabrik, berharap ada solusi
dari pemerintah daerah dan perusahaan agar tak ada
lagi bau.

Tabel 01: Batas maksimal ppm amoniak terhadap
dampak kesehatan

0,5 - 1,0 ppm : Bau mulai tercium

2.2,0 ppm : Batas maximal paparan kebauan di

area pemukiman secara terus menerus (24 jam)

Kep. Men LH Nomor 5S0/MEN-LH/II/96.

3.25 ppm :Batas maximal paparan di area kerja (8

jam) Surat Edaran Menaker Nomor
02/MENAKER/78.
4.40 ppm : Beberapa orang mungkin akan

menderita iritasi ringan.

5.100 ppm : Iritasi pada mata dan rongga hidung
setelah beberapa menit terpapar.

6.400 ppm : Iritasi berat pada tenggorikan, rongga
hidung dan saluran pernafasan atas.

7.700 ppm : Iritasi berat pada mata.

8.170 ppm : Pemaparan di atas 30 menit korban
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akan terbatuk-batuk dan berakibat fatal.

9.500 ppm : Korban menderita edema serius,
tercekik, sesak nafas dan berakibat fatal dalam
waktu singkat.

Menurut Dokter Spesialis Paru RSUD Abdul Wahab
Sjahranie, Samarinda, dr Ridmawan Wahyu Jatmiko,
amonia dalam kadar tertentu jika dihirup terus menerus
bisa merusak sistem pernapasan manusia. Pasalnya,
amonia merupakan senyawa kimia nitrogen yang
berikatan dengan hidrogen atau sering dikenal rumus
kimia NH3. Gas ini memiliki sifat tak berwarna, mudah
larut dalam air, menimbulkan bau dan pH basa.
“Karena bersifat basa, jika terhirup terus menerus,
tenggorokan akan terasa kering dan bisa terjadi
kerusakan pada paru,” ungkap dia saat ditemui di
Ruang Sakura, RSUD AWS, Jumat (24/4/2020).
Selain itu, amonia berupa gas juga sebagai pembius.
Jadi, ketika terjadi kebocoran gas amonia maka bisa
membuat orang yang menghirupnya menjadi pingsan.
Kendati demikian, ada sifatnya baiknya, yakni amonia
berupa gas mudah larut dalam air sehingga cukup
disiram dengan air bisa memberikan pertolongan
pertama pada orang yang keracunan. “Bawa korban
sejauh mungkin dari tempat kejadian dan segera siram
dengan air lalu beri pertolongan oksigen. Tata
laksananya cukup dengan itu saja,” terang dia.

Menurut penelitian, kata dia, kadar amonia 25 ppm jika
dihirup secara terus menerus oleh manusia maka butuh
waktu sekitar tiga setengah tahun untuk jatuh sakit.
“Karena itu perlu diingat dalam jumlah tertentu
perhatikan gejala-gejalanya. Misalnya tenggorokan
terasa kering menandakan adanya kerusakan pada
mukosa (selaput lendir) saluran nafas,” jelas dia. “Jika
masyarakat sudah merasakan batuk, iritasi seperti luka
bakar pada kulit berarti kadar amonia bisa diperkirakan
tinggi disekitar itu. Salah satu tandanya adalah itu.
Yang paling berbahaya yaitu korban sampai pingsan,”
sambung dia. Adapun usia yang lebih rentan adalah
usia-usia dewasa, karena usia itu daya tahan tubuhnya
tidak stabil. Tapi usia anak juga rawan terdampak. Data
BPS Bontang sejak 2015 sampai 2018 dua penyakit
pernapasan  tertinggi melanda warga  Bontang.
Keduanya, yakni infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)
dan faringitis.

Sepanjang tahun itu ISPA selalu menduduki urutan
pertama, sedang faringitis menduduki urutan ketiga dari
daftar 10 penyakit terbesar yang diderita warga
Bontang.
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Tahun ISPA Faringitis
2015 22.508 7.758
2016 21.833 8.864
2017 18.088 9.239
2018 10.060 5.644
2019 5.820 6.272

Sumber: BPS Kota Bontang

Ridmawan menjelaskan umumnya kedua penyakit
pernapasan di atas sama. Hanya, ada perbedaan
keduanya, jika hanya batuk dan pilek maka disebut
ISPA. Sementara, ada rasa nyeri saat menelan disebut
faringitis. “Penyebabnya, sama. Yang paling banyak
virus,” kata dia. Hanya, dokter sering menempatkan
berdasarkan pemeriksaan anatomi. “Misalnya, bagian
mana yang kena, ada yang disebut tongsilo faringitis
atau amandel. Termasuk klasifikasi ISPA,” tambah dia.
Jika merujuk pada keluhan gejala sakit yang dialami
masyarakat Loktuan dan Guntung di wilayah pinggiran
pabrik amonia, Ridmawan tak mau berspekulasi.
Perlu ditelisik lebih jauh. Jika yang dikeluhkan
masyarakat hanya bau saja, tidak masalah. Tapi bahaya
jika ada gejala sakit,” terang dia. Kabid Kesmas Dinkes
Bontang Jamila Suyuthi, membantah penyakit ISPA dan
faringitis yang menyerang warga Bontang dari amonia
pabrik. “Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu akibat
dari industri pabrik. Karena distribusi dua penyakit itu
kan se-Kota Bontang. Bukan terfokus ke wilayah buffer
zone,” kata dia.

Lagi pula, belum ada penelitian khusus mengulas
penyebab ISPA dan faringitis di Kota Bontang. Kalau
orang kena ISPA itu variabelnya banyak. “Harus ada
data pendukung,” tutur dia. DILEMA Pemberitaan media
lokal awal November 2019 lalu, Komisi III DPRD Kota
Bontang menemui jajaran PT Pupuk Kaltim di Ruang
Pirus Hotel Grand Equator, Kota Bontang. Pertemuan
itu membahas keluhan masyarakat Loktuan dan
Guntung.

Para wakil rakyat ingin mengetahui detail penanganan
pengolahan limbah gas perusahaan, khususnya warga
di sekitar perusahaan. Pertemuan dilakukan berulang
kali. Namun tidak bisa menghentikan bau amonia.
Karena memang itu wilayah pabrik. Ketua Komisi III
DPRD Bontang Amir Tosina mengatakan masalah bau
amonia dan keberadaan masyarakat sekitar bukan hal
baru. “Persoalan ini sudah klasik, namun seakan
menemui jalan dilema,” kata dia. Pasalnya, sejak awal
keberadaan masyarakat dan pabrik hampir beriringan.
Pemukiman di sekitar pabrik menjadi padat juga seiring
perkembangan perusahaan. “Istilahnya ada gula ada
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semut. Sekarang menemui persoalan begitu. Kita enggak
mungkin minta pabrik tutup, itu mustahil. Begitu pula
dengan memindahkan ribuan warga itu,” kata dia.

Di samping keberadaan pabrik itu juga bagian dari
sumber pendapatan daerah dan masyarakat setempat.
Sejak awal, politisi Gerindra ini melihat tidak ada
ketegasan pemkot atau perusahaan pun yang mengatur
sekian jarak dari pabrik steril pemukiman warga.
Kenyataannya sekarang tidak begitu. Ribuan rumah
warga bermukim dekat perusahaan, bahkan bersisian
langsung dengan pagar pembatas areal pabrik. “Lalu,
apakah ribuan rumah warga itu dipindah. Kan dilema
juga. Sementara tingkat risiko terdampaknya tinggi,”
jelas dia. Kendati demikian, Amir meminta perusahan
harus bertanggung jawab mengendalikan tingkat risiko
atas bau amonia yang terdampak bagi masyarakat.
Perusahaan, lanjut Amir, harus memastikan pengujian
kualitas udara atau tingkat kebauan di wilayah buffer
zone secara berkala. Hingga saat ini tak ada tersedia
alat pendeteksi kualitas udara yang dipasang di wilayah
buffer zone. DLH turun menguji kualitas udara
berdasarkan keluhan atau panggilan masyarakat.
“Pemkot enggak menjemput bola. Harusnya mereka
sampaikan ke perusahaan pasang alat-alat yang
mengukur udara, karena ini berkaitan dengan risiko
hidup masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Bontang belum
memiliki perda khusus pengendalian pencemaran udara
sebagaimana Peraturan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang tentang Indeks
Standar

Pencemaran Udara. Pada, pasal 5 ayat 6, yang
menyebutkan bupati atau  wali kota  wajib
menyampaikan indeks standar pencemaran udara
kepada masyarakat di daerahnya setiap hari. Ayat 7
bupati atau wali kota wajib melakukan evaluasi indeks
standar pencemaran udara secara periodik di
wilayahnya. “Kita memang belum punya perda
pencemaran udara. Sedang kita rencanakan untuk
menggodoknya. Kemarin, DLH hanya mengusulkan
pengelolaan limbah B3,” jelasnya. Alat tak memadai
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan DLH Bontang, Sapriansyah,
mengakui pihaknya melakukan uji sampel udara di
wilayah buffer zone bila mendapat laporan masyarakat.
Itu karena DLH hanya punya alat portable yang bisa
merespon pengujian sesuai keluhan. Tak ada alat
pengukur permanen yang dipasang di wilayah buffer
zone. “Karena itu hasil ujinya pada waktu tertentu saja.
Tidak 24 jam. Sementara bau ini selalu mengikuti arah
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angin,” ungkap dia. Dalam rapat dengar pendapat
dengan Komisi III DPRD Bontang, DLH diminta
penyediaan alat ukur permanen uji kualitas kebauan
amonia kepada perusahaan untuk dipasang di wilayah
buffer zone. “Soal itu, kami sempat bicarakan ke
perusahaan. Tapi sementara, perusahan juga punya alat
portable. Tak ada alat yang dipasang permanen. Kita
sedang usulkan,” terang dia. Hasil uji kadar bau amonia
di wilayah buffer zone terakhir dilakukan DLH pada
awal Februari 2019. DLH menggunakan alat single gas
detector dengan durasi uji selama satu jam. Hasilnya,
tingkat kebauan gas amonia di pemukiman warga di
bawah satu ppm. Selama ini, kata Sapriansyah,
pihaknya bekerjasama dengan Kementerian LHK untuk
uji emisi gas dengan memasang alat sejumlah alat uji di
perusahaan. Setiap tiga bulan, tim dari DLH melapor
hasil tersebut ke Kementerian LHK. “Hanya program itu
yang rutin,” jelas dia. Persoalan lain, kata dia,
laboratorium milik DLH Bontang juga belum
terakreditasi sehingga pihaknya harus mengirim uji
sampel ke Samarinda untuk hasilnya, termasuk hasil uji
sampel air dan lainnya. Karena berbagai permasalah itu,
Sapriansyah tak menampik jika kontribusi polusi udara
yang terjadi di Bontang berkorelasi dengan tingginya
penyakit pernapasan di Bontang. “Secara logika korelasi
dengan tingginya penyakit ISPA memungkinkan. Karena
Bontang adalah kota kecil yang dikelilingi perusahaan,”
terangnya. DLH meminta ke semua pabrik amoniak,
agar menginformasikan ke DLH setiap kali melakukan
kegiatan pabrik yang memicu bau, seperti pembersihan
tangki dan lainnya. “Biar kami bisa antisipasi,”
sambung Sapriansyah. Wali Kota Bontang Neni
Moerniaeni mengakui dampak bau amonia sudah
berlangsung lama. Hanya saja baku mutu selalu di
bawah standar. “Memang jarak pabrik dengan
pemukiman dekat. Terlebih bila ada angin, saya juga
mencium bila sedang di Guntung. Tapi selalu dipantau
dan dalam pengukurannya menunjukan nilai di bawah
baku mutu,” kata Neni. “Tapi akan diproses sesuai
Permen bila amonia di atas baku mutu,” sambung Neni.
Seharusnya sesuai aturan, kata Neni, jarak pabrik dan
rumah warga minimal dua kilometer. Aturan tersebut,
kata Neni, tidak berlaku surut bagi pabrik yang sudah
terlebih dahulu berdiri sebelum aturan itu terbit. Perda
Bontang Nomor 1/2016 Tentang Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi 2016-2036
menempatkan Bontang Utara sebagai pusat industri
strategis, perdagangan dan jasa serta pariwisata
budaya. Rencana sub bagian perkotaan akan
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diprioritaskan kawasan perdagangan dan jasa di pusat
kota (CBD); kawasan penyangga industri Pupuk
Kalimantan Timur; kawasan konservasi Taman Nasional
Kutai; kawasan perumahan di atas air; dan kawasan
sekitar jalan lingkar pesisir. PT Pupuk Kaltim
merupakan pabrik kimia terbesar di Bontang. Saat ini
Pupuk Kaltim mempunyai lima pabrik yang telah
beroperasi. Pembangunan pabrik dilakukan bertahap.
Pabrik pertama dan kedua diresmikan bersamaan pada
29 Oktober 1984. Pabrik kelima atau yang terakhir,
baru diresmikan tahun 2015 lalu. Produk utama PT
Pupuk Kaltim adalah amonia, pupuk urea dan pupuk
NPK. Saat ini kapasitas produksinya 3,43 juta ton
pupuk Urea, 2,74 juta ton amonia dan 350.000 ton
pupuk NPK Produk PT Kaltim dijual pada segmen pasar
dalam maupun luar negeri. Pasar dalam negeri, PT
Pupuk Kaltim selain menjual pupuk non subsidi, juga
memproduksi pupuk subsidi pesanan pemerintah.
Sementara pasar luar negeri, Pupuk Kaltim melakukan
ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik,
Amerika Serikat, Amerika Selatan dan lain sebagainya.
Pada 2019 Pupuk kaltim menerima penghargaan
sebagai BUMN kategori Big Corporate dengan nilai
pendapatan di atas Rp 3 triliun. Humas PT Pupul
Kaltim, Wahyudi mengatakan perusahaannya selalu
mematuhi regulasi dan menjalan standar operasional
prosedur (SOP) yang ditetapkan pemerintah. “Terutama
terkait safety dan dampak lingkungan. Jika kami
melanggar SOP atau peraturan tentu saja kami akan
ditegur bahkan diberi sanksi,” ungkap dia. PT Pupuk
Kaltim, kata Wahyudi, selalu menurunkan tim
mengecek lapangan bersama DLH Bontang jika ada
laporan masyarakat terkait dampak amonia. “Kami juga
bekerja sama dengan pihak kelurahan Loktuan dan
Guntung, LPM dan pihak terkait lainnya, mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat terkait hal ini,” jelasnya.
Namun dirinya mengingatkan, di KIE Bontang bukan
hanya PT Pupuk Kaltim yang memproduksi dan
menggunakan amonia. Ada beberapa perusahaan lain
seperti PT Kaltim Parna Industri (PT KPI), PT Kaltim
Nitrate Indonesia (KNI) dan PT Black Bear Resources
Indonesia (BBRI). Ketiga perusahaan ini juga
memproduksi amonia seperti Pupuk Kaltim. Namun
kapasitas produksi ketiga perusahaan jauh di bawah
kapasitas produksi PT Pupuk Kaltim. PT KPI (495.000
ton/tahun), PT KNI (300.000 ton/tahun) dan PT BBRI
(82.000 ton/tahun) Dikutip dari Laporan Berkelanjutan
2018, PT Pupuk Kaltim melaporkan rutin pengujian
sampel kualitas air, kualitas emisi gas buang, kualitas
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udara ambien, serta parameter lingkungan lainnya di
laboratorium penguji yang telah memiliki akreditasi ISO
17025:2008 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).
Sepanjang tahun 2018, perusahaan menyatakan tidak
mendapat sanksi administratif ataupun denda terkait
dengan pelanggaran baku mutu lingkungan dan
pelanggaran peraturan pengelolaan lingkungan. Di
tahun yang sama, Pupuk Kaltim telah mengalokasikan
anggaran Rp 37,5 miliar untuk pengelolaan limbah
bekerjasama sama pihak ketiga. Dalam Laporan
Berkelanjutan, Pupuk Kaltim juga melaporkan emisi gas
buang amonia (NH3) setiap tahunnya. Sejak tahun 2014
- 2018 terus terjadi kenaikan emisi atau gas buang yang
dilepas ke udara, seperti yang terlihat di tabel ini:

Tabel 02: Emisi Gas Buang PT Pupuk Kaltim

Tahun Aminia (ton/per tahun)
2014 504.99

2015 767,83

2016 830,61

2017 955,37

2018 1.123,19

Sumber : Laporan Berkelanjutan PT Pupuk Kaltim 2018

Kepala Bidang Pengandalian Pencemaran dan
Kerusakan DLH Kaltim Suyitno mengatakan tingkat
kebauan amonia yang dialami masyarakat di wilayah
buffer zone di bawah baku mutu maka dianggap bukan
polusi. “Kan semua sudah diatur oleh aturan. Acuan
kita ke Permen LH baku mutu tentang kebauan itu.
Kalau di bawah ambang batas menurut kami bukan
pencemaran,” kata dia. Kendati demikian, karena
tingkat kebauan sudah mengganggu masyarakat sekitar,
maka ia menyarankan Pemkot Bontang memberi
peringatan kepada perusahaan agar mengendalikan
masalah itu. “Apalagi korelasi terhadap tinggi penyakit
ISPA di Bontang. Jadi pemerintah daerah bisa
menjadikan dasar itu untuk mengevaluasi perusahaan
bersangkutan,” terang dia. Langkah tersebut dilakukan
agar perusahaan bisa lebih ketat melepas emisi dari
aktivitas pabrik tersebut. Direktur Eksekutif Wahana
Lingkungan Hidup (Wahli) Bontang, Yohana Tiko
mengatakan DLH harusnya tidak terjebak pada urusan
melebihi ambang atau tidak. Tapi, melihat dalam
konteks dampak bau yang dirasakan masyarakat.
“Masyarakat sudah terganggu atas bau tersebut. Artinya
sudah masuk dalam kategori pencemaran,” ungkap dia.
Karena itu, DLH harus menekan perusahaan perlu agar
ada penanganan khusus untuk mengendalikan
persoalan itu. “Ada ribuan masyarakat yang hidup
disana akan menghirup itu setiap harinya. Jangan
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sampai ada jatuh korban,” pungkas Tiko.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul
"Dua Kampung di Bontang dalam Kepungan Gas
Amonia", Klik untuk baca:

https:/ /regional.kompas.com/read/2020/05/02/13551
531 /dua-kampung-di-bontang-dalam-kepungan-gas-
amonia?page=all.

Penulis: Kontributor Samarinda, Zakarias Demon Daton
Editor: Teuku Muhammad Valdy Arief

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih
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10S: https://apple.co/3hXWJOL
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BAB III

3.1.

Kajian terhadap peraturan Perundang-undangan terkait
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (RPPLH)
dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau arah
kebijakan, korelasi dan sumber wewewnang dari materinya terkait
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai
pada tingkatan aturan yang rendah. Dalam kajian ini akan diketahui
posisi dari karakateristik dan jangkauan arah dan batasan serta
wewenangnya. Analisis ini menggambarkan tingkat sinkronisasi,
harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi
dari Undang-Undang untuk menghindari terjadinya tumpang tindih
pengaturan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara
Hukum, konsekwensi yuridis dari pernyataan tersebut maka setiap
tindakan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus
didasarkan pada aturan hukum.

Pemerintah adalah keseluruhan sistem pelaksanaan kekuasaan
dan wewenang, baik mekanisme maupun prosedurnya didalam
organisasi kenegaraan yang meliputi eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Adapun tugas pemerintah adalah menyelenggarakan
kepentingan umum.Yang dimaksud dengan kepentingan umum yaitu
kepentingan  bangsa, masyarakat dan = Negara.Pelaksanaan
kepentingan umum oleh Negara merupakan tugas pokok Negara
dalam rangka pelaksanaan tujuan Negara. Dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditegaskan bahwa:
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“Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum ...”.

Penyelenggaraan kepentingan umum, dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum, tidak akan efektif apabila hanya dilaksanakan
secara sentralisasi oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, sebagian
tugas-tugas Pemerintah Pusat dilimpahkan kepada daerah sebagai
konsekwensi dari pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam Pasal 18
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara tegas dinyatakan bahwa:

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian tujuan pembagian daerah Indonesia menjadi
Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah agar daerah yang bersangkutan
dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya masing-
masing atas dasar otonomi daerah.Organisasi kemasyarakatan
menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi
anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia dan dinilai
memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan
keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam
mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, menyebutkan “setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”.Amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tersebut jelas

memandang bahwa kebutuhan mendapatkan lingkungan yang sehat
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adalah salah satu hak asasi.Negara berkewajiban memberi
perlindungan dan jaminan lingkungan sehat, oleh sebab itu negara
harus memiliki otoritas kuat dalam mengelola dan melindungi
lingkungan hidup.
3.2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai sebuah amanat konstitusi, terbitnya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPPLH 2009, memang
sudah selayaknya. Tidak ada sesuatu yang istimewa selain sekadar
dan yang digantikannya yaitu UU No. 4 Tahun 1982 dan UU No. 23
Tahun 1997 sesungguhnya juga hadir sebagai konsekuensi dari
constitutional rights warga negara untuk memperoleh lingkungan
hidup yang baik dan sehat, yang notabene adalah salah satu bentuk
rekognisi hak asasi. Hal demikian karena berkaitan dengan logic
pembangunan yang meniscayakan sumber daya alam sebagai
tumpuan, di mana  secara  konsekuensional berpotensi
mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yang pada gilirannya juga
akan membawa pengaruh pada terpenuhi tidaknya hak warga
negara.3

Namun demikian, ketika latar orientasi pelestarian lingkungan
oleh UUPPLH 2009 disebutkan sebagai sebab dari rasionalitas
ketersedian sumber daya alam yang secara kuantitas maupun
kualitas yang tidak merata, sedang kegiatan pembangunan semakin
meningkat dalam membutuhkan sumber daya alam, kemudian
ditambah dengan adanya konsekuensi yang tak terhindarkan bahwa
kondisi tersebut dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung
dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya
akan menjadi beban sosial maka hal ini menjadi relevan sebagai

kebaruan bagi hadirnya UUPPLH 2009 melalui penamaannya dengan

39, Maria S.W. Sumardjono et, al, Pengaturan Sumber Daya Alam Di Indonesia
Antara yang Tersurat dan Tersirat Kajian Kritis Undang-Undang Terkait Penataan Ruang
dan Sumber Daya Alam, (Yogjakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerja
sama dengan Gadjah Mada University Press), 2011, hlm 217
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sebutan “perlindungan (dan pengelolaan)” lingkungan hidup.
Terlebih saat fenomena lingkungan global yang belakangan semakin
konkrit dalam perwujudannya, juga telah turut berperan serta
menjadi landas semangat undang-undang ini untuk selanjutnya
semakin melengkapkan labelisasi “perlindungan” sebagai aksentuasi
kebaruannya.40

Penekanan pada makna “perlindungan” oleh UUPPLH 2009 ini
kemudian nampak dari artikulasi pendekatan penegakan hukum
yang dibawakannya, yaitu baik dari sisi pre-emptif, preventif,
maupun yang terutama represif. Dari sisi pre-emptif, kemunculan
konsep baru tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS). 4! Begitu juga dengan Amdal serta Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan/atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).

UUPPLH 2009 tidak menempatkan lingkungan hidup dalam
pengertian sebagai obyek ekstraksi.Tetapi sebagai obyek (dan juga
subjek) yang harus dilindungi dan dilestarikan. UUPPLH 2009
mendeskripsikan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang terdiri atas: perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Tahap perencanaan diawali dengan inventarisasi lingkungan hidup,
penetapan  wilayah  ekoregion dan = penyusunan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH
baik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang
kemudian akan menjadi pedoman dalam rangka pemanfaatan.
Kemudian pengendalian, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam
rangka mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup agar terwujud pelestarian fungsi lingkungan.Pengendalian
tersebut terdiri atas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Sedangkan pemeliharaan dilakukan melalui upaya konservasi

SDA, pencadangan SDA dan pelestarian fungsi atmosfer.Sementara

40, Ibid, hlm 218

41, Kajian Lingkungan Hidup Strategis ini diharapkan mampu menintervensi
ketika langkah pengambilan keputusan oleh pejabat yang relevan, akan dilakukan.
KLHS ini diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 18 dan dibahasakan sebagai salah satu
instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
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pengawasan lebih berkaitan dengan fungsi monitoring negara
melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap ketaatan
pemegang setiap izin lingkungan maupun setiap izin jenis usaha
dan/atau kegiatan yang berpengaruh bagi lingkungan.Untuk
penegakan  hukum, lebih  berkenaan dengan pendekatan
penyelesaian  persoalan lingkungan  (pencemaran dan/atau
kerusakan) yang dimungkinkan oleh UUPPLH 2009, baik melalui
sanksi administratif, penyelesaian sengketa melalui jalur
keperdataan, maupun melalui ketentuan pidana.

Kewenangan pemerintah pusat cukup besar terhadap
pemerintah daerah, yaitu manakala Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah.Hal tersebut
dimungkinkan bilaman pemerintah pusat menganggap telah terjadi
pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.42

Bahkan dalam hal pengawasan tersebut, Menteri pun
berpeluang untuk menerapkan dan menjatuhkan sanksi
administratif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, jika
pemerintah pusat mengganggap bahwa pemerintah daerah telah
sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan
oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.43

UUPPLH 2009 secara normatif menawarkan wacana good
environmental governance. Melalui partisipasi, transparansi,
akuntabilitas, efisiensi dan keadilan sebagai pilar utamanya,
UUPPLH 2009 mengutarakannya sebagai asas yang menjiwai dalam
pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan ke depan.

Penjiwaan terhadap prinsip partisipasi dan transparansi

tercermin ketika pada perumusan ketentuan-ketentuan di dalam

42 Pasal 73 UUPPLH 2009
43, Pasal 77 UUPPLH 2009
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3.3.

batang tubuhnya terutama pada tahapan dalam ruang lingkup
pengendalian dan pengawasan dari perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup menandaskan mengenai penting adanya
keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder).
Sementara mengenai prinsip akuntabilitas, UUPPLH 2009
mengemukakan gambaran yang cukup menarik bahwa pengambilan
keputusan oleh pejabat publik dalama memberikan izin baik izin
lingkungan maupun izin usaha dan/atau kegiatan ditegaskan
terdapat konsekuensi hukum yang melekat padanya (baca: pejabat).
Bahkan, resiko ancaman sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Berdasarkan asas kewenangannya, Pasal 236 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan
untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan,
Daerah membentuk Peraturan Daerah. Peraturan daerah memuat
materi muatan: (a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas
pembantuan; dan (b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan
tersebut dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun asas pembentukan dan materi muatan perda perdoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum
yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak
bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum.
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah
terdiri atas urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar.
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Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan
dasar, meliputi :4* a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum
dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan
permukiman; e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat; dan (f) sosial. Urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi : a) tenaga kerja; b)
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c¢) pangan; d)
pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; h)
pengendalian pendudukan dan keluarga berencana; i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil dan
menengah; 1) penanaman modal; m) kepemudaan dan olahraga; n)
statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r)
kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi : a)
kelautan dan perikanan; b) pariwisata; c) pertanian; d) kehutanan; e)
energy dan sumber daya mineral; f) perdagangan; g) perindustrian;
dan h) transmigrasi.

Berdasarkan lampiran pembagian urusan pemerintahan daerah
kabupaten/kota bidang lingkungan hidup, meliputi :

1. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup (RPPLH
kabupaten/ kota);

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan, rencana
dan/atau program kabupaten/kota;

3. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam kabupaten/kota;
Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota;
penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3
dalam kabupaten/kota

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan

yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

44, Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
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3.4.

10.

11.

12.

lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

kabupaten/kota;

Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang
berada daerah kabupaten/kota;

Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional

dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada Daerah
kabupaten/kota;

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat

Daerah kabupaten/kota;

Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah

kabupaten/kota;

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :

a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin
PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
dan

b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya
di Daerah kabupaten/kota.

Pengelolaan  sampah, penerbitan izin pendaurulangan

sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang

diselenggarakan oleh pihak swasta.

Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pada Pasal 21 Undang-Undang Cipta Kerja melakukan

perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang terdiri dari Terdapat 39 Poin yakni :

Ketentuan Yang diubah Ketentuan diubah menjadi

Pasal 21 UU CIPTAKER
Dalam rangka memberikan kemudahan
bagi setiap orang dalam memperoleh
persetujuan lingkungan, Undang-

65 | Page



Undang ini mengubah, menghapus, atau
menetapkan pengaturan baru beberapa
ketentuan terkait Perizinan Berusaha
yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Pasal 22 UU CIPTAKER
Beberapa ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup diubah sebagai
berikut
Ketentuan Pasal 1 Pasal 1
angka 11, angka 12, | Dalam Undang-Undang ini yang
angka 35, angka 36, | dimaksud dengan:
angka 37, dan angka |1. Lingkungan hidup adalah kesatuan
38 diubah sehingga ruang dengan semua benda, daya,
Pasal 1 berbunyi keadaan, dan makhluk hidup,

sebagai berikut:

termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsungan  perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk melestarikan fungsi lingkungan
hidup dan mencegah terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan, dan penegakan hukum.

3. Pembangunan berkelanjutan adalah

upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin
keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa
depan.

4. Rencana perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang
selanjutnya disingkat RPPLH adalah
perencanaan tertulis yang memuat

potensi, masalah lingkungan hidup,
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serta upaya perlindungan dan
pengelolaannya dalam kurun waktu
tertentu.

. Ekosistem adalah tatanan unsur

lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh-menyeluruh dan saling
mempengaruhi dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan
produktivitas lingkungan hidup.

. Pelestarian fungsi lingkungan hidup

adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya
dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

. Daya dukung lingkungan hidup adalah

kemampuan lingkungan hidup untuk
mendukung perikehidupan manusia,
makhluk hidup lain, dan
keseimbangan antarkeduanya.

. Daya tampung lingkungan hidup

adalah kemampuan lingkungan hidup
untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau
dimasukkan ke dalamnya.

. Sumber daya alam adalah unsur

lingkungan hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan nonhayati
yang secara keseluruhan membentuk
kesatuan ekosistem.

10. Kajian lingkungan hidup strategis

11.

yang selanjutnya disingkat KLHS
adalah rangkaian analisis yang
sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program.

Analisis mengenai dampak
lingkungan hidup yang selanjutnya
disebut Amdal adalah Kajian
mengenai dampak penting pada
lingkungan hidup dari suatu usaha
dan/atau kegiatan yang
direncanakan, untuk digunakan
sebagai prasyarat pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan serta
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

termuat dalam Perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup
dan upaya pemantauan lingkungan
hidup yang selanjutnya disebut UKL-
UPL adalah rangkaian proses
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup yang dituangkan
dalam bentuk standar untuk
digunakan sebagai prasyarat
pengambilan keputusan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha,
atau persetujuan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah.

Baku mutu lingkungan hidup adalah
ukuran batas atau kadar makhluk
hidup, zat, energi, atau komponen
yang ada atau harus ada dan/atau
unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam suatu sumber
daya tertentu sebagai unsur
lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup adalah
masuk atau dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu
lingkungan hidup yang telah
ditetapkan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan
hidup adalah ukuran batas
perubahan sifat fisik, kimia,

dan/atau hayati lingkungan hidup
yang dapat ditenggang oleh
lingkungan hidup untuk dapat tetap
melestarikan fungsinya.

Perusakan lingkungan hidup adalah
tindakan orang yang menimbulkan
perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup
sehingga melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
Kerusakan lingkungan hidup adalah
perubahan langsung dan/atau tidak
langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

yang melampaui kriteria  baku
kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi sumber daya alam adalah
pengelolaan sumber daya alam untuk
menjamin pemanfaatannya secara
bijaksana serta kesinambungan

ketersediaannya dengan tetap
memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai serta

keanekaragamannya.

Perubahan iklim adalah berubahnya
iklim yang diakibatkan langsung atau
tidak langsung oleh aktivitas manusia
sehingga menyebabkan perubahan
komposisi atmosfir secara global dan
selain itu juga berupa perubahan
variabilitas iklim alamiah yang
teramati pada kurun waktu yang
dapat dibandingkan.

Limbah adalah sisa suatu usaha
dan/atau kegiatan.

Bahan berbahaya dan beracun yang
selanjutnya disingkat B3 adalah zat,
energi, dan/atau komponen lain yang
karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.
Limbah  bahan  berbahaya dan
beracun yang selanjutnya disebut
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha
dan/atau kegiatan yang mengandung
B3.

Pengelolaan limbah B3 adalah
kegiatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau penimbunan.
Dumping (pembuangan) adalah
kegiatan membuang, menempatkan,
dan/atau memasukkan limbah
dan/atau bahan dalam jumlah,
konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu
ke media lingkungan hidup tertentu.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Sengketa lingkungan hidup adalah
perselisihan antara dua pihak atau
lebih yang timbul dari kegiatan yang
berpotensi dan/atau telah berdampak
pada lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah
pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang diakibatkan
oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Organisasi lingkungan hidup adalah
kelompok orang yang terorganisasi
dan terbentuk atas kehendak sendiri
yang tujuan dan = kegiatannya
berkaitan dengan lingkungan hidup.
Audit lingkungan hidup adalah
evaluasi yang dilakukan untuk
menilai ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan
yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ekoregion adalah wilayah geografis
yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta
pola interaksi manusia dengan alam
yang  menggambarkan integritas
sistem alam dan lingkungan hidup.
Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur
yang berlaku dalam tata kehidupan
masyarakat untuk antara lain
melindungi dan mengelola lingkungan
hidup secara lestari.

Masyarakat hukum adat adalah
kelompok masyarakat yang secara
turun temurun bermukim di wilayah
geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal usul leluhur, adanya
hubungan yang kuat  dengan
lingkungan hidup, serta adanya
sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial, dan
hukum.

Setiap orang adalah orang
perseorangan atau badan usaha, baik
yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup
adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong
Pemerintah, pemerintah daerah, atau
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setiap orang ke arah pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

34. Ancaman serius adalah ancaman

yang berdampak luas terhadap
lingkungan hidup dan menimbulkan
keresahan masyarakat.

35. Persetujuan Lingkungan adalah

Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
telah mendapatkan persetujuan dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

36. Pemerintah Pusat adalah Presiden

37.

38.

Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala
daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 20
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

. Penentuan terjadinya pencemaran

lingkungan hidup diukur melalui baku
mutu lingkungan hidup.

. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

. baku mutu air;

. baku mutu air limbah;

baku mutu air laut;

. baku mutu udara ambien;

baku mutu emisi;

baku mutu gangguan; dan

.baku mutu lain sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

@O A0 oD

. Setiap orang diperbolehkan untuk

membuang limbah ke media
lingkungan hidup dengan persyaratan:
a. memenuhi baku mutu lingkungan
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hidup; dan

b. mendapat persetujuan dari
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai baku
mutu lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

1. Dokumen Amdal merupakan dasar uji
kelayakan lingkungan hidup untuk
rencana usaha dan/atau kegiatan.

2.Uji kelayakan lingkungan  hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim uji kelayakan
lingkungan hidup yang dibentuk oleh
lembaga uji kelayakan lingkungan
hidup Pemerintah Pusat.

3.Tim uji kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan ahli
bersertifikat.

4. Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah menetapkan Keputusan
Kelayakan Lingkungan Hidup

berdasarkan hasil uji kelayakan
lingkungan hidup.

5. Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) digunakan sebagai persyaratan
penerbitan Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
laksana wuji kelayakan lingkungan
hidup diatur  dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25
Dokumen Amdal memuat:
1. pengkajian mengenai dampak

rencana usaha dan/atau kegiatan;
2.evaluasi kegiatan di sekitar lokasi

rencana usaha dan/atau kegiatan;
3.saran masukan serta tanggapan
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masyarakat terkena dampak
langsung yang relevan terhadap
rencana usaha dan/atau kegiatan;

4. prakiraan terhadap besaran dampak
serta sifat penting dampak yang
terjadi jika rencana usaha dan/atau
kegiatan tersebut dilaksanakan;

5. evaluasi secara holistik terhadap
dampak yang terjadi untuk
menentukan kelayakan atau
ketidaklayakan lingkungan hidup;
dan

6. rencana pengelolaan dan pemantauan
lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 26
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 26

1. Dokumen Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 disusun
oleh pemrakarsa dengan melibatkan
masyarakat.

2. Penyusunan dokumen Amdal
dilakukan dengan melibatkan
masyarakat yang terkena dampak
langsung terhadap rencana usaha
dan/atau kegiatan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai
proses pelibatan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27
Dalam menyusun dokumen Amdal,
pemrakarsa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) dapat menunjuk
pihak lain.

Pasal 28
sehingga
sebagai

Ketentuan
diubah
berbunyi
berikut:

Pasal 28
1. Penyusun Amdal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan

Pasal 27 wajib memiliki sertifikat
kompetensi penyusun Amdal.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai
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sertifikasi dan kriteria kompetensi
penyusun Amdal diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 dihapus.
Pasal 30 dihapus.

Pasal 31 dihapus

Ketentuan Pasal 32
diubah sehingga
berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah membantu penyusunan
Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan
Usaha Mikro dan Kecil yang
berdampak penting terhadap
lingkungan hidup.

2. Bantuan penyusunan Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunan Amdal.

3. Penentuan mengenai usaha dan/atau
kegiatan Usaha Mikro dan Kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kriteria sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

1.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap
Lingkungan Hidup wajib memenuhi
standar UKL-UPL.

. Pemenuhan standar UKL-UPL

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan dalam Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

. Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah menerbitkan Perizinan
Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.
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4. Pemerintah Pusat menetapkan jenis

usaha dan/atau kegiatan yang wajib
dilengkapi UKL-UPL.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-

UPL diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan Pasal 35
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 35
1. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak
wajib dilengkapi UKL-UPL

sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 ayat (4) wajib membuat surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup
yang diintegrasikan ke dalam Nomor
Induk Berusaha.

2. Penetapan jenis usaha dan/atau
kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan
yang termasuk dalam = kategori
berisiko rendah.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat
pernyataan kesanggupan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Pasal 36 dihapus.

Ketentuan Pasal 37
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 37

Perizinan Berusaha dapat dibatalkan
apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam
permohonan Perizinan  Berusaha
mengandung cacat hukum,
kekeliruan, penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan
data, dokumen, dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenuhi
syarat sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab
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usaha dan/atau kegiatan.

16. Pasal 38 dihapus.

Ketentuan Pasal 39
diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 39
1. Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup diumumkan kepada
masyarakat.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui
sistem elektronik dan/atau cara lain
yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

Pasal 40 dihapus.

Ketentuan Pasal 55
diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 55
1. Pemegang Persetujuan Lingkungan

wajib menyediakan dana penjaminan
untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup.

2. Dana penjaminan disimpan di bank

pemerintah  yang oleh

Pemerintah Pusat.

ditunjuk

3. Pemerintah Pusat dapat menetapkan

pihak  ketiga untuk  melakukan
pemulihan fungsi lingkungan hidup
dengan menggunakan dana
penjaminan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai dana

penjaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 59
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 59
1. Setiap orang yang menghasilkan
Limbah B3 wajib melakukan
Pengelolaan Limbah B3 yang
dihasilkannya.

2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58 ayat (1) telah
kedaluwarsa, pengelolaannya
mengikuti ketentuan Pengelolaan
Limbah B3.

3. Dalam hal setiap orang sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) tidak mampu
melakukan sendiri Pengelolaan Limbah
B3, pengelolaannya diserahkan kepada
pihak lain.

4. Pengelolaan Limbah B3 wajib

mendapat Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

5. Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah wajib mencantumkan
persyaratan lingkungan hidup yang
harus dipenuhi dan kewajiban yang
harus dipatuhi pengelola limbah B3
dalam  Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

6. Keputusan pemberian Perizinan
Berusaha wajib diumumkan.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai
Pengelolaan Limbah B3 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 61
diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

1. Dumping sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan
dengan persetujuan dari Pemerintah
Pusat.

2. Dumping sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan di
lokasi yang telah ditentukan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara dan persyaratan dumping limbah
atau bahan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Di antara Pasal 61 dan Pasal 62
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61 Pasal 61A

Dalam hal penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan:

a. menghasilkan, mengangkut,
mengedarkan, menyimpan,
memanfaatkan, dan/atau mengolah
B3;

b. menghasilkan, mengangkut,
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menyimpan, mengumpulkan,
memanfaatkan, mengolah, dan/atau
menimbun Limbah B3;

melakukan pembuangan air limbah
ke laut;

d.

melakukan pembuangan air limbah
ke sumber air;

. membuang emisi ke udara; dan/atau

S
f.

memanfaatkan air limbah untuk
aplikasi ke tanah;

Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

1. Dalam pelindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, Pemerintah Pusat
bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional,

b. menetapkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria;

c. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH
nasional,

d. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai KLHS;

e. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai amdal dan
UKL-UPL;

f. menyelenggarakan inventarisasi
sumber daya alam nasional dan
emisi gas rumah kaca;

g. mengembangkan standar kerja
sama;

h. mengoordinasikan dan
melaksanakan pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;

i. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai sumber daya
alam  hayati dan  nonhayati,
keanekaragaman hayati, sumber
daya genetik, dan keamanan hayati
produk rekayasa genetik;

j- menetapkan dan melaksanakan

kebijakan mengenai pengendalian
dampak perubahan iklim dan
perlindungan lapisan ozon;

k. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai B3, limbah,
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serta limbah B3;

l. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai perlindungan
lingkungan laut;

m. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
hidup lintas batas negara;

n. melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan tingkat nasional dan
kebijakan tingkat provinsi;

o. melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap ketentuan Persetujuan
Lingkungan dan peraturan
perundang-undangan,;

p. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

q. mengoordinasikan dan
memfasilitasi kerja sama dan
penyelesaian perselisihan

antardaerah  serta penyelesaian
sengketa;

r. mengembangkan dan
melaksanakan kebijakan
pengelolaan pengaduan
masyarakat;

s. menetapkan standar pelayanan
minimal,

t. menetapkan kebijakan mengenai
tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan
lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan
perlindungan dan  pengelolaan
lingkungan hidup;

u. mengelola informasi lingkungan
hidup nasional,

v. mengoordinasikan,
mengembangkan, dan
menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;

w.memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

x. mengembangkan sarana dan
standar laboratorium lingkungan
hidup;
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y. menerbitkan Perizinan Berusaha
atau persetujuan Pemerintah Pusat;

z. menetapkan wilayah ekoregion; dan

aa.melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup.

. Dalam pelindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, pemerintah
provinsi sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
bertugas dan berwenang:

. menetapkan kebijakan tingkat
provinsi,

. menetapkan dan melaksanakan KLHS
tingkat provinsi,

. menetapkan dan melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH provinsi;

. melaksanakan kebijakan mengenai
Amdal dan UKL-UPL;

. menyelenggarakan inventarisasi
sumber daya alam dan emisi gas
rumah kaca pada tingkat provinsi;

. mengembangkan dan melaksanakan
kerja sama dan kemitraan,;

. mengoordinasikan dan melaksanakan
pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup lintas
kabupaten /kota;

. melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan tingkat kabupaten/kota;

i. melakukan pembinaan dan

pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

j. mengembangkan dan menerapkan

instrumen lingkungan hidup;

. mengoordinasikan dan memfasilitasi
kerja sama dan penyelesaian
perselisihan

antarkabupaten/antarkota serta
penyelesaian sengketa,;
. melakukan  pembinaan, bantuan

teknis, dan pengawasan kepada
kabupaten/kota di bidang program
dan kegiatan;

. melaksanakan standar
pelayanan minimal,
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n. menetapkan kebijakan mengenai tata
cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan
lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada tingkat
provinsi,

. mengelola informasi lingkungan hidup
tingkat provinsi;

. mengembangkan dan
menyosialisasikan pemanfaatan
teknologi ramah lingkungan hidup;

. memberikan pendidikan, pelatihan,
pembinaan, dan penghargaan;

. menerbitkan Perizinan Berusaha atau
persetujuan Pemerintah Daerah pada
tingkat provinsi; dan

. melakukan penegakan hukum
lingkungan hidup pada tingkat
provinsi.

.Dalam pelindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, pemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
bertugas dan berwenang:

a. menetapkan kebijakan tingkat
kabupaten /kota;

b. menetapkan dan  melaksanakan
KLHS tingkat kabupaten/kota;

c. menetapkan dan  melaksanakan
kebijakan mengenai RPPLH tingkat
kabupaten /kota;

d. melaksanakan kebijakan mengenai
Amdal dan UKL-UPL;

e. menyelenggarakan inventarisasi
sumber daya alam dan emisi gas
rumah kaca pada tingkat
kabupaten /kota;

f. mengembangkan dan melaksanakan
kerja sama dan kemitraan,;

g. mengembangkan dan menerapkan
instrumen lingkungan hidup;

h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;

—

melakukan pembinaan dan
pengawasan ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan
sesuai ketentuan peraturan

81 | Page




perundang-undangan,;

. melaksanakan standar pelayanan

minimal;

k. melaksanakan kebijakan mengenai

tata cara pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan
lokal, dan hak masyarakat hukum
adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten/kota;

. mengelola informasi lingkungan

hidup tingkat kabupaten/kota;

m. mengembangkan dan

melaksanakan  kebijakan  sistem
informasi lingkungan hidup tingkat
kabupaten /kota;

n. memberikan pendidikan, pelatihan,

pembinaan, dan penghargaan;

. menerbitkan Perizinan Berusaha
atau persetujuan Pemerintah Daerah
pada tingkat kabupaten /kota; dan

p. melakukan penegakan hukum

lingkungan hidup pada tingkat
kabupaten /kota.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69
1. Setiap orang dilarang:
a. melakukan perbuatan yang

mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup;

.memasukkan B3 yang dilarang

menurut peraturan perundang-
undangan ke dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

. memasukkan limbah yang berasal

dari luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia ke media
lingkungan hidup Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

.memasukkan limbah B3 ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

. membuang limbah ke media

lingkungan hidup;

membuang B3 dan limbah B3 ke
media lingkungan hidup;

. melepaskan produk rekayasa genetik
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ke media lingkungan hidup yang
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau
persetujuan lingkungan;

. melakukan pembukaan lahan dengan

cara membakar;

i. menyusun Amdal tanpa memiliki

sertifikat kompetensi penyusun
Amdal; dan/atau

j. memberikan informasi palsu,

menyesatkan, menghilangkan
informasi, merusak informasi, atau
memberikan keterangan yang tidak
benar.

. Ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf h dikecualikan
bagi masyarakat yang melakukan
kegiatan dimaksud dengan
memperhatikan sungguh-sungguh
kearifan lokal di daerah masing-
masing.

Ketentuan Pasal 71
diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 71

. Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau  kegiatan atas
ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan di
bidang pelindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

. Pemerintah Pusat atau Pemerintah

Daerah dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam melakukan
pengawasan kepada pejabat/instansi
teknis yang bertanggung jawab di
bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

. Dalam melaksanakan pengawasan,

Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah menetapkan pejabat pengawas
lingkungan hidup yang merupakan
pejabat fungsional.

. Ketentuan lebih lanjut mengenai

pejabat pengawas lingkungan hidup
diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 72
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diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya
berdasarkan norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat wajib melakukan
pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap
Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang Perizinan
Berusaha atau persetujuan Pemerintah
Daerah diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah jika Menteri menganggap terjadi
pelanggaran yang serius di bidang
pelindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup berdasarkan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76
1. Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah menerapkan sanksi

administratif kepada  penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan jika

dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap Perizinan
Berusaha, atau persetujuan

Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
cara pengenaan sanksi diatur dalam
Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 77
diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi
administratif = terhadap  penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan dalam
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hal Menteri menganggap Pemerintah
Daerah secara sengaja tidak menerapkan
sanksi administratif terhadap
pelanggaran yang serius di bidang
pelindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Pasal 79 dihapus.

Ketentuan Pasal 82
diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82 disispakn
beberapa pasal seperti
82 A. 82B, 82C

Pasal 82

1. Pemerintah Pusat berwenang untuk
memaksa penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan untuk melakukan
pemulihan lingkungan hidup akibat
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang dilakukannya.

2. Pemerintah Pusat berwenang atau
dapat menunjuk pihak ketiga untuk
melakukan pemulihan lingkungan
hidup akibat pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang
dilakukannya atas beban Dbiaya
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83
disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
82A, Pasal 82B, dan Pasal 82C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82A

Setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

a. Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3),
Pasal 59 ayat (1) atau Pasal 59 ayat
(4); atau

b. persetujuan dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf b;

dikenai sanksi administratif.

Pasal 82B

1. Setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang memiliki:

a. Perizinan Berusaha, atau
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persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5),
Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1),
atau Pasal 59 ayat (4);

b. persetujuan dari Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah
sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau

c. persetujuan dari Pemerintah Pusat
sebagaimana  dimaksud dalam
Pasal 61 ayat (1); yang tidak sesuai
dengan kewajiban dalam Perizinan

Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah, dan/atau melanggar

ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup,
dikenai sanksi administratif.

2. Setiap orang yang  melakukan
pelanggaran larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:

a. melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan
hidup sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 69 huruf a, dimana
perbuatan tersebut dilakukan
karena kelalaian dan tidak
mengakibatkan bahaya kesehatan
manusia dan/atau luka dan/atau
luka berat, dan/atau matinya orang
dikenai sanksi administratif dan
mewajibkan kepada Penanggung
Jawab  perbuatan itu  untuk
melakukan pemulihan fungsi
lingkungan hidup dan/atau
tindakan lain yang diperlukan; atau

b. menyusun Amdal tanpa memiliki
sertifikat kompetensi penyusun
Amdal sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 69 huruf i dikenai
sanksi administratif.

3. Setiap orang yang karena
kelalaiannya melakukan perbuatan
yang mengakibatkan dilampauinya
baku mutu udara ambien, baku mutu
air, baku mutu air laut, atau kriteria
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baku kerusakan lingkungan hidup
yang tidak sesuai dengan Perizinan
Berusaha yang dimilikinya dikenai
sanksi administratif.

Pasal 82C

1. Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal
82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah,;

c. denda administratif;

d. pembekuan Perizinan Berusaha;
dan/atau

e. pencabutan Perizinan Berusaha.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai
kriteria, jenis, besaran denda, dan
tata cara pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Ketentuan Pasal 88
diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88
Setiap orang  yang tindakannya,
usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan

dan/atau mengelola  limbah B3,
dan/atau yang menimbulkan ancaman
serius terhadap lingkungan hidup
bertanggung jawab mutlak atas kerugian
yang terjadi dari wusaha dan/atau
kegiatannya.

Pasal 93 dihapus.

Pasal 102 dihapus.

Ketentuan Pasal 109
diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

a. Perizinan Berusaha atau persetujuan
Pemerintah Pusat, atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3),
Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat
(4);

b. persetujuan dari Pemerintah Pusat
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atau Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)
huruf b; atau

c. persetujuan dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1);

yang mengakibatkan timbulnya
korban/kerusakan terhadap kesehatan,
keselamatan, dan/atau lingkungan,

dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).

Pasal 110 dihapus.

Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111
Pejabat pemberi persetujuan lingkungan
yang menerbitkan persetujuan

lingkungan tanpa dilengkapi dengan
Amdal atau UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan
diubah

Pasal 112
sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan
sengaja tidak melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan terhadap
peraturan perundang-undangan dan
Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa manusia dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun atau denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Perundang- Karekteristik Ketentuan Hal Yang Perlu diatur dalam Peraturan
Undangan Daerah

1 | UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) Undang- | 1) Penyusunan perencanaan lingkungan
Undang Dasar Negara Republik hidup (RPPLH);
Indonesia Tahun 1945, | 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis
menyebutkan  “setiap orang untuk  kebijakan, rencana dan
berhak hidup sejahtera lahir dan pelaksanaannya;
batin, bertempat tinggal dan | 3) Pencegahan, penanggulangan dan
mendapatkan lingkungan hidup pemulihan pencemaran dan/atau
yang baik dan sehat serta berhak kerusakan lingkungan hidup dalam
memperoleh pelayanan Kota Bontang;
kesehatan”. Amanah Pasal 28 H | 4) Pengelolaan keanekaragaman hayati
ayat (1) Undang-Undang Dasar Kota Bontang;
Negara Republik Indonesia | 5) penyimpanan sementara limbah B3
Tahun 1945, tersebut jelas dan Pengumpulan limbah B3 dalam
memandang bahwa kebutuhan Kota Bontang
mendapatkan lingkungan yang | 6) Pembinaan dan pengawasan terhadap
sehat adalah salah satu hak Perizinan Berusaha usaha dan/atau
asasi. Negara  berkewajiban kegiatan yang izin lingkungan dan izin
memberi perlindungan dan perlindungan dan pengelolaan
jaminan lingkungan sehat, oleh lingkungan hidup.
sebab itu negara harus memiliki | 7) Penetapan pengakuan Masyarakat
otoritas kuat dalam mengelola Hukum Adat (MHA), kearifan lokal
dan  melindungi lingkungan atau pengetahuan tradisional dan hak
hidup kearifan lokal atau pengetahuan

2 UU No 23 Tahun | e Urusan Pemerintahan Wajib tradisional dan hak MHA terkait

2014 ttg yang berkaitan dengan dengan PPLH yang berada daerah

Pemerintahan pelayanan dasar, meliputi : a) Kota Bontang;

Daerah pendidikan; b) kesehatan; c)| 8 Penyelenggaraan pendidikan,
pekerjaan umum dan pelatihan dan penyuluhan lingkungan
penataan ruang; d) perumahan hidup untuk lembaga
rakyat dan kawasan kemasyarakatan tingkat Daerah Kota
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permukiman; e) ketentraman,
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat; dan
(f) sosial. Urusan
pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan
dasar, meliputi : a) tenaga
kerja; b) pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak; C) pangan; d)
pertanahan; e) lingkungan
hidup; f) administrasi
kependudukan dan pencatatan
sipil; g) pemberdayaan
masyarakat dan Desa; h)
pengendalian pendudukan dan
keluarga berencana; 1)
perhubungan; j) komunikasi
dan informatika; k) koperasi,
usaha kecil dan menengah; 1)
penanaman modal; m)
kepemudaan dan olahraga; n)
statistik; o) persandian; p)
kebudayaan; q) perpustakaan;
dan r) kearsipan.

Bontang;
9) Pemberian penghargaan lingkungan
hidup tingkat Daerah Kota Bontang;
10) Penyelesaian pengaduan masyarakat
di bidang PPLH terhadap :

a)

b)

0

Usaha dan/atau kegiatan yang izin
lingkungan dan/atau izin PPLH dan
Usaha dan/atau kegiatan yang
lokasi dan/atau dampaknya di
Daerah kabupaten/kota.
Pengelolaan sampah, penerbitan
izin  pendaurulangan sampah/
pengolahan sampah, pengangkutan
sampah dan pemrosesan akhir
sampah yang diselenggarakan oleh
swasta, pembinaan dan
pengawasan pengelolaan sampah
yang diselenggarakan oleh pihak
swasta.

11) Pembiayaan
12) Sanksi

13) Kewenangan

Pemerintah Kota

Bontang
14) Peran Serta Masyarakat Kota Bontang

Undang-

11  tahun
tentang
Kesejahteraan
Sosial

Undang

2009

produk hukum bernilai
responsive ini yang bertujuan
mengatur kondisi
terpenuhinya kebutuhan
material, spiritual, dan sosial
warga negara agar dapat hidup
layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga
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dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.

Terkait salah satu subyek
hukum yang berperan dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan social, yaitu
badan usaha.

Badan usaha sendiri tidak
akan bisa melakukan hal ini
secara mandiri kalau tidak
dipandu oleh otoritas sendiri
yaitu Pemerintah dan
Pemerintahan Daerah.
Pendanaan  Penyelenggaraan
kesejahteraan social berasal
dari dana yang disisihkan dari
badan usaha sebagai
kewejiban dan tanggung jawab
social dan lingkungan.

peran masyarakat yang seluas
luasnya, baik perseorangan,
keluarga, organisasi
keagamaan, organisasi sosial
kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat,
organisasi profesi, badan
usaha, lembaga kesejahteraan
sosial, maupun lembaga
kesejahteraan  sosial asing
demi terselenggaranya
kesejahteraan  sosial yang
terarah, terpadu, dan
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berkelanjutan.
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial adalah
upaya yang terarah, terpadu,

dan berkelanjutan yang
dilakukan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan
masyarakat dalam  bentuk
pelayanan sosial guna

memenuhi kebutuhan dasar
setiap warga negara, yang
meliputi rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan

sosial, dan perlindungan
sosial.
Undang-Undang “Setiap usaha dan/atau

Nomor 32 Tahun

2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan

Lingkungan Hidup

kegiatan yang  berdampak
penting terhadap lingkungan
hidup wajib memiliki amdal.”
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup bertujuan
untuk menjaga kelestarian
fungsi  lingkungan hidup,
menjamin perlindungan atas
lingkungan  hidup  sebagai
bagian dari hak asasi manusia,
dan seterusnya.
Memberlakukan Audit
PROPER (Program Penilaian
Peningkatan

Memberikan informasi yang
terkait dengan perlindungan
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dan pengelolaan lingkungan
hidup secara benar, akurat,
terbuka dan tepat waktu;
Menjaga keberlanjutan fungsi
lingkungan hidup;

Mentaati ketentuan tentang
baku mutu lingkungan hidup
dan /atau  kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup.
Undang- Undang ini
memberikan makna bahwa
pengelolaan lingkungan tidak
mampu hanya  dilakukan
sepihak saja, adanya
keterlibatan masyarakat dan
orang yang melakukan usaha
yang menjadi pihak yang
domain untuk menjaganya.
Metode yang patut untuk
diwujudkan  yaitu adanya
consensus yang berwibawa,
bermoral dan beradab pada
runag lingkup setempat guna
mengendalikan keadaan
lingkungan sekitar agar tetap
terjaga.

Undang Undang
Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta
Kerja

Fungsi UU Ciptaker
e idealnya Melibatkan berbagai

banyak pihak sehingga
pembahasan RUU cukup rumit

e Mengatasi tumpang tindih

Regulasi/uu

94 | Page




Pengendalian Regulasi
(obesitas regulasi)

Efisiensi proses Pencabutan
atau perubahan Regulasi
Menghilangkan ego sektoral
yang terkandung pada tertib
hukum

Kelemahan:
Kewenangan sebagian urusan
pemerintahan di daerah

diambil alih oleh pusat (pasal
18 ayat 5 UUD 1945)

Mereduksi Prinsip
perekonomian yang
berkalanjutan dan

berwawasan lingkungan (pasal
38 H ayat 1 UUD 1945)
Mereduksi hak setiap orang
untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakukan adil
dan layak dalam hubungan
kerja (pasal 28 D ayat 2 UUD
1945)

Bias dari asas kemanuasiaan
dan keadilan ( Pancasila sila 2,
4 dan 5, pasal 6 UU 12,2011jo
UU No 15/2019)

Kemungkinan minim
partisipasi

Potensi  regulasi  ortodok/
represif

Idealnya Penyusunannya
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sangat kompleks dan lama
(multi sektor)

Peraturan
Pemerintah Nomor
39 Tahun 2012
Tentang
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial.

Diperlukan adanya upaya
terarah, terpadu, dan
berkelanjutan baik yang
dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah dan
masyarakat

Badan usaha  merupakan
bagian dari unsur masyarakat

yang mendukung
penyelenggara  kesejahteraan
social. Sehingga
penyelengaraan dimaksud

mengalami kemudahan untuk
dapat menikmati kehidupan
yang layak bagi kemanusiaan.

96 | Page




4.1. Landasan Filosofis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur terkait Lingkungan hidup di Indonesia. Karena bangsa
Indonesiasadar akan alam ini merupakan karunia dan rahmat Tuhan
Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan sekaligus ruang bagi
kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara dan
dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan
kesajahteraan umum.Pancasila merupakan dasar negara yang perlu
dilaksanakan dengan menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional
yang terintegrasi dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan
generasi masa kini dan generasi masa depan.

Secara ekologis biotisdan benda-benda abiotis lainnya memiliki
hubungan dan saling keterkaitan . Dengan demikiansemua itu sepatunya
memperoleh martabat yang sama. Perspektif ini mengandung makna
bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya
penghormatan pemenuhan dan perlindungan untuk hidup dan
berkembang bagi semua makhluk hayati tetapi yang non hayati.Manusia
sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa
kelangsungan hidupnya dengan spesies lainnya tergantung dari
kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

Dengan demikian Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan
berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, melalui perencanaan perlindungan dan pengelolaan
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4.2.

lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar
lingkungan hidup di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur menjadi
sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup
lainnya.

Landasan Sosiologis

Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur yang posisi geografis rentan
dengan wilayah pesisir dan daratnya didominasi dengan industry, wilayah
perbukitan dan rawa yang berakibat bencana tanah longsor dan banjir
serta sungai kecil maka tentunya perlu penentuan kawasan rawan
bencana. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, terdapat
beberapa jenis bencana yang terdapat di wilayah perencanaan yaitu
antara lain bencana banjir dan longsor serta pencemaran laut. Bencana
banjir disebabkan meluapnya air dari badan sungai terutama adanya
kejadian hujan lebat di wilayah hulu, kurangnya kesadaran masyarakat
dalam memelihara habitat disekitar kawasan rawan bencana seperti
limbah industry dan rumah tangga disepanjang sungai dan laut. Pada
level ini tingkat ancaman dapat dikategorikan sangat merusak, dimana
sumber ancaman memiliki motif besar saat melakukan kegiatannya.
Dampak yang ditimbulkan dari tingkat ini dapat membuat kerusakan
lingkungan dan menimbulkan bencana baru.

Proses pembangunan di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur,
juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan daya dukung
dan daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang
pada akhirnya menjadi beban sosial.Oleh karena itu, lingkungan hidup
Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur harus dilindungi dan dikelola
dengan baik berdasarkan asas keberlanjutan dan asas keadilan.Selain
itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan
ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip
kehatian-hatian, demokrasi lingkungan serta pengakuan dan
penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.
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4.3. Landasan Yuridis
Cita hukum Negara Indonesia secara yuridis tertuang dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

«

1945 alinea ke-4 yang berbunyi melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum ...” pada kalimat tersebut membuktikan jika negara
bertanggungjawab atas keberlangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa
Indonesia.Selanjutnya dalam batang tubuh juga menyebutkan jika negara
berhak sepenuhnya untuk mengelola kekayaan alam yang ada di dalam
bumi. Sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “ bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Berbagai cara dapat
dilakukan oleh pemerintah agar tujuan tersebut dapat tercapai.
Berdasarkan hukum, lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang
tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak
berdaulatnya. Dalam hal ini lingkungan hidup Indonesia tidak lain adalah
wilayah, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua
samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan
kondisi alam dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi
nilainnya sebagai tempat rakyat dan bangsa Indonesia menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam segala
aspeknya. Dengan demikian wawasan dalam menyelenggarakan
pengelelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah wawasan nusantara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan megubah beberapa
wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
memiliki sejumlah tugas dan wewenang dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya adalah perencanaan,
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pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan
hukum.

Tahap perencanaan diawali dengan inventarisasi lingkungan hidup,
penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH baik di tingkat nasional,
provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian akan menjadi pedoman
dalam rangka pemanfaatan. Kemudian pengendalian, yaitu kegiatan yang
dilakukan dalam rangka mengendalikan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pelestarian fungsi
lingkungan.Pengendalian tersebut terdiri atas pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan.
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5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

5.2.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota
Bontang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
adalah:

1. Memberikan ketegasan mengenai materi muatan masing-masing jenis
produk hukum daerah baik yang berbentuk peraturan dan penetapan,
prosedur pembentukan produk hukum daerah yang baik, akuntabel,
dan transparan di tingkat Daerah.

2. memberikan ketegasan untuk melakukan pembentukan produk
hukum daerah yang baik, akuntabel dan transparan; dan

3. memberikan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku
dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau
kesusilaan.

Pihak-pihak yang terkait dalam pembentukan produk hukum daerah
sebagaimana diatur Rancangan Peraturan Daerah ini yaitu: Walikota,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah dilingkungan
Pemerintahan Daerah serta Dinas, Bagian Hukum sebagai Pemrakarsa
dan masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam
pembentukan peraturan daerah.

Sasaran yang Akan Dicapai

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksudkan untuk

penyempurnaan proses pembentukan produk hukum daerah.
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5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

5.3.1. Ketentuan Umum

Dalam rancangan peraturan daerah ini memuat pengertian umum

yang memuat tentang pengertian dan istilah yang digunakan atau yang

terdapat dalam rancangan peraturan daerah tersebut Rumusan akademik

mengenai pengertian umum tersebut berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang menjadi konsideran penyusunan peraturan daerah.

Ketentuan umum yang nantinya perlu dicantumkan dalam

rancangan peraturan daerah ini, ialah:

1.
2.

Daerah adalah Kota Bontang

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

Walikota adalah Walikota Bontang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan
hidup.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang perairan dan

ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, sebagai suatu kesatuan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan
dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem yang
menggunakan komputer secara online untuk mengumpulkan dan
menyediakan informasi mengenai data lingkungan hidup, status
lingkungan hidup, peta terkait lingkungan hidup dan informasi
lingkungan hidup lain.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,
pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek Lingkungan Hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam
strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang
memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya
perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk
memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung

Lingkungan Hidup.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup
lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang
masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas
sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan
membentuk kesatuan Ekosistem.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau
program.

Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut AMDAL adalah adalah Kajian mengenai dampak penting pada
lingkungan hidup dari suatu wusaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah
Pusat atau Pemerintah Daerah.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah
rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai
prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan
Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar

makhluk hidup, zat energy, atau komponen yang ada atau harus ada
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

dan /atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
suatu simber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup/

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah
pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau
UKL-UPL.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas
perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup
yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap
melestarikan fungsinya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat
fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau
tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan Hidup.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam
untuk menjamin pemanfaatannya secara  bijaksana serta
kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan
langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga
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31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global dan selain
itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati
pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah
zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi,
dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung B3.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan,
penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau penimbunan.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan,
dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah,
konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu
ke media Lingkungan Hidup tertentu.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau
lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah
berdampak pada lingkungan hidup.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan

kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim,
tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan
alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan
hidup.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola
lingkungan hidup secara lestari.

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada
lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan
kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai
ketaatan penanggungjawab usahadan/atau kegiatan terhadap
persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai
sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas
lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara
turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya
ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan
lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan

pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
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48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan
ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau
Setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-
UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan.
Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap
lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan
Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah  Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

5.3.2.Asas

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan

berdasarkan asas:

a.
b.

C.

kelestarian dan keberlanjutan;
keserasian dan keseimbangan;

keterpaduan;
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manfaat;

e. kehati-hatian;

f. keadilan;

g. keanekaragaman hayati;

h. pencemar membayar;

i. partisipatif;

j- kearifan lokal;

k. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

l. otonomi daerah.

5.3.3. Tujuan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

a. melindungi daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup;

b. terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dan menjaga kelestariannya untuk menjamin keselamatan dan
kehidupan manusia.

c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem;

d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan
hidup;

f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi
masa depan;

g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia;

h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

i.

j-

mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan

mengantisipasi isu lingkungan global.

5.3.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
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a. perencanaan;
b. pemanfaatan;

c. pengendalian;

d. pemeliharaan;

e. dumping;

f. sampah;

g. hak, kewajiban dan larangan;
h. sistem informasi;

i. peran serta masyarakat;

j. tugas dan wewenang;

k. kerjasama daerah;

[u—
.

pemantauan kualitas lingkungan hidup;

m. pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup; dan

n. penegakan hukum

1. Materi Muatan yang Akan Diatur

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah

Kota Bontang Provinsi

Kalimantan Timur tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dapat dilihat dalam tabel 5.1

Tabel 5.1 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

BAB Materi Yang Diatur
Bab I 1. Definsi atau istilah, Tujuan dan
Ketentuan Umum Sasaran yang digunakan dalam
Bab 1II Rancangan Peraturan Daerah.
Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup a. Perlindungan dan pengelolaan
Bab III lingkungan hidup
Perencanaan dilaksanakan berdasarkan
Bab IV asas-asas.
Pemanfaatan b. Perlindungan dan pengelolaan
Bab V lingkungan hidup memiliki
Pengendalian tujuan tujuan
Bab VI c. Ruang lingkup perlindungan
Pemeliharaan dan pengelolaan Lingkungan
Bab VII hidup

Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan
Beracun Serta Limbah Bahan

2. Penyusunan perencanaan
lingkungan hidup (RPPLH);
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Berbahaya Dan Beracun
Bab VIIL.

Sampah

Bab IX

Sistem Informasi

Bab X

Peran Serta Masyarakat
Bab XI

Tugas Dan Wewenang
Bab XII

Kerja Sama Daerah

Bab XIII

Pembinaan Dan
Lingkungan Hidup

Bab XIV

Sanksi Administratif
Bab XV

Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Bab XVI

Ketentuan Penyidikan

Bab XVII

Ketentuan Pidana

Bab XVIII

Ketentuan Peralihan

Bab XIX

Ketentuan Penutup

Pengawasan

10.

Kajian Lingkungan Hidup
Strategis untuk kebijakan,
rencana dan pelaksanaannya;
Pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan  pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan
hidup dalam Kota Bontang;
Pengelolaan keanekaragaman
hayati Kota Bontang;
penyimpanan sementara limbah
B3 dan Pengumpulan limbah B3
dalam Kota Bontang

Pembinaan dan pengawasan
terhadap Perizinan Berusaha
usaha dan/atau kegiatan yang
izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Penetapan pengakuan
Masyarakat Hukum Adat (MHA),
kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak kearifan
lokal atau pengetahuan
tradisional dan hak MHA terkait
dengan PPLH yang berada
daerah Kota Bontang;

Penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan dan penyuluhan

lingkungan hidup untuk lembaga
kemasyarakatan tingkat Daerah
Kota Bontang;

Pemberian penghargaan dan
Sanksi terkait lingkungan
hidup;
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6.1. Kesimpulan

1.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup selanjutnya disingkat
PPLH merupakan konsep yang dibuat guna mengatasi Permasalahan
lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Kota Bontang yang telah
berlangsung penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahan
lingkungan ini terjadi sebagai akibat dari rendahnya akan kesadaran
sebagian masyarakat terhadap pengelolaan dan pengendalian
lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor,
antara lain:

a) Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan,

b) Penurunan fungsi dan kualitas lingkungan,

c) Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia,
sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam pengendalian
lingkungan hidup antar berbagai pihak.

d) kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran
lingkungan yang dihasilkan oleh usaha dan/atau kegiatan
industri, aktifitas rumah tangga dan asap pembuangan mesin
kendaraan bermotor di lalu lintas.

e) Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah
memberikan efek samping yaitu tekanan terhadap kemampuan
daya dukung lingkungan untuk menerima beban buangan limbah

padat, cair, dan emisi.

2. a. Landasan Filosofis

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban

untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
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melalui perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar
lingkungan hidup di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta
makhluk hidup lainnya.

b. Landasan Sosiologis
lingkungan hidup Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur harus
dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas
keberlanjutan dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan
lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi,
sosial dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehatian-
hatian, demokrasi lingkungan serta pengakuan dan penghargaan
terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

c. Landasan Yuridis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan
megubah beberapa wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, Pemerintah Daerah memiliki sejumlah tugas dan wewenang
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
salah satunya adalah perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,
pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota BontangKalimantan
Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
dimaksudkan untuk penyempurnaan proses pembentukan produk
hukum daerah. Adapun materi muatan dalam rancangan peraturan
daerah ini, terdiri dari 19 bab, dengan materi muatan antara lain:

a. Penyusunan perencanaan lingkungan hidup (RPPLH);
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk kebijakan, rencana dan

pelaksanaannya;
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c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bontang;

d. Pengelolaan keanekaragaman hayati Kota Bontang;

e. penyimpanan sementara limbah B3 dan Pengumpulan limbah B3
dalam Kota Bontang

f. Pembinaan dan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha usaha
dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

g. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang
berada daerah Kota Bontang;

h. Penyelenggaraan  pendidikan, pelatihan dan  penyuluhan
lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah
Kota Bontang;

i. Pemberian penghargaan dan Sanksi terkait lingkungan hidup;

6.2. Saran

a. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini lebih memberikan
perhatian, perlindungan kepada masyarakat Daerah sebagai bagian
dari kesadaran dalam melakukan pembangunan Lingkungan
Bekerlanjutan di Daerah Kota Bontang disamping pemanfaatan
Sumber Daya alam. Diharapkan Peraturan Daerah ini disosialisasikan
dan dinformasikan betapa pentingnya Lingkungan hidup guna
memperkaya materi /literasi dan dukungan dilakukan secara lebih
intensif baik dari Pemerintah, Dunia Usaha dan bermanfaat bagi
keberlangungan dan berkelanjutan Sumber Daya alam serta
peningkatan kualitas hidup Masyarakat itu sendiri.

b. Pemerintah Daerah Kota Bontang bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bontang agar segera mengesahkan rancangan
Peraturan Daerah tentang PPLH ini yang merupakan pedoman dalam
melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kota Bontang.
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